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MOTTO 
 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 
(Qs. An-Nisa‟ : 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
Ba B Be 
Ta T Te 
s|a s | Es (dengan titik di atas) 
Jim J Je 
h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
Kha Kh Ka dan ha 
Dal D De 
 
 
ix 
 
z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
Ra R Er 
Zai Z Zet 
Sin S Es 
Syin Sy Es  dan ye 
s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
„ain …„… Koma terbalik di atas 
Gain G Ge 
Fa F Ef 
Qaf Q Ki 
Kaf K Ka 
Lam L El 
Mim M Em 
Nun N En 
 
 
x 
 
Wau W We 
Ha H Ha 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
Fathah A A 
Kasrah I I 
Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. Kataba 
2. Zukira 
3. Yazhabu 
 
 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
Fathah dan ya Ai a dan i 
Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Kaifa 
2. Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Qa>la 
2. Qi>la 
3. Yaqu>lu 
4. Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Rabbana 
2. Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Ar-rajulu 
2. Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
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akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Akala 
2. Taꞌkhuduna 
3. An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
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maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRACT 
 
Sri Mulyani, 132111024, The Application Of A Fine On The Mur<abah{ah 
Financing Contract In The Prespectives Of Fatwa DSN-MUI No. 17(Case 
Study In Syariah Financing Bank). 
 
Mur<abah{ah contract is a sale and purchase transaction of an item at the cost 
of the goods plus thebenefits agreed by the parties, where the seller informs the 
puchase price in advance. Mur<abah{ah can be done by order and without order. 
Payment of the price of goods is done in a tough way or in other words is paid in 
full at certain agreed time. With so customers sometimes there is a late pay, then 
the customer will be exposed to a number of fines. This research was conducted to 
find out how the application of fines for customers who do not keep promises and 
whether the application of the fine is in accordance with Islamic law and fatwa of 
DSN-MUI at BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 
The type of research used in this study is field research (field research). The 
method used is the method of interviewing, observation, and documentation. 
Analysis in this discussion is descriptive-qualitative data analysis using Indutive 
reasoning. 
 
The results of this study indicate that BPRS Dana Mulia Surakarta fines on 
mur<abah{ah financing cadres, in accordance with Fatwa DSN-MUI. 17 / DSN-
MUI / IX / 2000. In the application of the fine of BPRS Dana Mulia Surakarta, it 
is recognized to the capable customer who procrastinates the payment and the 
customer who has no good faith in paying the delay. The application of the fine is 
aimed at more disciplined customers and keeps promise in accordance with the 
contract. The fines are included in social funds. 
 
 
 
 
Keywords: Contract, Fine, mur<abah{ah, broken promise 
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ABSTRAK 
 
Sri Mulyani, NIM: 132111024, Penerapan Denda Pada Akad 
Pembiayaan Mur<abah{ah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi 
Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta).” 
 
Akad mur<abah{ah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga 
perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, 
di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada 
pembeli. Mur<abah{ah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. 
Pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain 
dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakatai. Dengan begitu nasabah 
kadang ada yang terlambat membayar, maka nasabah tersebut akan terkena 
sejumlah denda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana penerapan  
denda bagi nasabah yang tidak menepati janji dan Apakah penerapan denda 
tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Metode yang digunakan adalah metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Analisa dalam pembahasan ini adalah analisa data 
deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran Induktif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta 
penerapan denda pada akad pembiayaan mur<abah{ah sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Di dalam penerapan denda BPRS Dana 
Mulia Surakarta dikenaka kepada nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran dan nasabah yang tidak mempunyai itikad baik apabila mengalami 
keterlambatan membayar. Penerapan denda tersebut bertujuan untuk nasabah 
lebih disiplin dan menepati janji sesuai dengan akad. Dana hasil denda tersebut 
dimasukkan dalam dana sosial. 
 
 
Kata Kunci: Akad, Denda, Mur<abah{ah, Ingkar janji 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa 
bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah 
agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.
1
 Telah 
menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong 
menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai 
makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada 
orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
mencapai kemajuan dalam hidupnya.
2
 Hal tersebut sebagaimana dijelaskan 
Allah Swt dalam firman-Nya: 
                          
 “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan 
takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran”(QS. Al-Maidah [5]:2). 
 
Konsep muamalah dalam Islam salah satunya adalah konsep 
perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta 
pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 
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 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), hlm. 3.  
2
 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 4.  
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dengan prinsip syari‟ah Islam. Wujud nyata adalah dengan memperbanyak 
mengoperasikan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank 
Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal Wa Tamwil.
3
 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha melalui penghimpunan dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan (Tabungan dan Deposito) dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip 
syariah dalam rangka meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat 
sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah Islam.  Secara garis besar, 
pengembangan produk bank syariah dikelompokan menjadi tiga 
kelompok, yaitu produk penyaluran dana (prinsip jual beli, prinsip sewa, 
prinsip bagi hasil), penghimpunan dana (prinsip wadiah, prinsip 
mudharabah), produk jasa. 
4
 Prinsip yang banyak digunakan dalam 
operasional perbankan syariah adalah mur<abah{ah.  
Akad mur<abah{ah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga 
perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para 
pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan 
kepada pembeli.
5
 Bank-bank Islam mengambil mur<abah{ah untuk 
memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli 
barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk 
membayar. Mur<abah{ah sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, 
ditentukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang 
                                                          
3
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8. 
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terkait, dan kesempatan berdasarkan mark-up (keuntungan).
6
 Margin 
keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan 
penadatan bank. Pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh 
atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakatai.
7
 
Dalam pembiayaan mur<abah{ah diterapkan beberapa syarat dan rukun yang 
harus diketahui oleh nasabah yang akan melakukan transaksi mur<abah{ah 
secara kredit. 
Mur<abah{ah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. 
Dalam mur<abah{ah berdasarkan pesan, bank melakukan pembelian barang 
setelah ada pemesan dari nasabah. Mur<abah{ah berdasarkan pesanan dapat 
bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang 
dipesannya. Dalam mur<abah{ah pesanan mengikat pembeli tidak dapat 
membatalkan pesanannya. Apabila aktiva murabahah pesanan mengikat 
mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka 
penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai 
tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan 
mengurangi nilai akad.
8
 
Pembayaran mur<abah{ah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 
Setelah itu, dalam murabahah juga diperkenalkan adanya perbedaan dalam 
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harga barang, untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat 
memberikan potongan apabila nasabah:
9
 
a. Mempercepat pembayaran cicilan, atau 
b. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. 
Harga yang disepakati dalam mur<abah{ah adalah harga jual sedangkan 
harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapatkan potongan dari 
pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan 
tersebut terjadi setelah akad akan maka pembagian potongan tersebut 
dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. 
Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang 
mur<abah{ah, antara lain, dalam bentuk barang-barang yang telah dibeli dari 
bank. Bank dapat meminta urbun kepada nasabah sebagai uang muka 
pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak telah bersepakat. 
Urbun menjadi bagian pelunasan piutang mur<abah{ah apabila mur<abah{ah 
jadi dilaksanakan. Tetapi apabila mur<abah{ah batal, urbun dikembalikan 
kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan 
kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka dapat 
meminta tambahan dari nasabah.
10
 
Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang mur<abah{ah sesuai 
dengan yang diperjanjikan, bank berhak menenakan denda kecuali jika 
dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan 
bagi nasabah yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada 
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pendekatan ta‟zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap 
kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam 
akad.
11
 
Dengan adanya surat perjanjian, maka nasabah dapat mengetahui isi 
perjanjian tersebut. Dengan begitu nasabah dapat berhati-hati dalam 
melakukan peranjian. Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk 
menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang 
dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau 
pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka ia mendapat 
amanah dari orang lain. Pembiayaan merupakan penyediaan atau tagihan 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil.
12
 Pembiayaan yang ada di BPRS Dana Mulia diantaranya 
pembiayaan mur<abah{ah, musyarakah, ijarah, mutijasa dan qordh. Berikut 
data jumlah nasabah produk pembiayaan sebagai berikut :
13
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Tabel 1
14
 
No. Nama Produk Jumlah Nasabah 
1.  Mur<abah{ah 284 
2.  Musyarakah 14 
3.  Ijarah 1 
4.  Multijasa 255 
5.  Qordh 1 
Jumlah 555 
 
Dari jumlah 555 nasabah untuk tingkat pembayaran pada akad 
pembiayaan mur<abah{ah yaitu kategori lancar : 246, kurang lancar : 8, 
diragukan : 7, macet : 23. Pada akad musyarakah yaitu kategori lancar : 4, 
kurang lancar : 2, diragukan : 0, macet : 8. Akad ijarah kategori lancar : 1. 
Akad multijasa pada kategori lancar : 243, kurang lancar : 5, diragukan : 
2, dan macet :5.
15
 
Dengan begitu banyak nasabah yang terkena denda pada akad 
mur<abah{ah, karena nasabah yang macet ada 23, kurang lancar 8, dan 
diragukan ada 7. Nasabah sering tidak membaca isi surat perjanjian pada 
awal perjanjian. Sehingga nasabah tidak mengetahui besarnya denda. Bank 
terkadang sudah menjelaskan isi perjanjian, tapi hanya besar angsuran, 
keutungan dan nisbahnya saja. Kadang nasabah juga ingin cepat selesai 
kepentingannya sehingga nasabah menyetujui seluruh perjanjian tanpa 
membaca dahulu.  
Dengan adanya suatu permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan 
denda pada pembiayaan mur<abah{ah di BPRS Dana Mulia. Oleh karena itu 
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BPRS Dana Mulia 
Surakartadengan Judul: “Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan 
Mur<abah{ah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus di 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta).” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang persoalan di atas, maka penulis 
merumuskan masalah, antara lain : 
1. Bagaimana penerapan  denda bagi nasabah yang tidak menepati janji di 
BPRS Dana Mulia Surakarta ? 
2. Apakah penerapan denda tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI ?  
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis penerapan  denda bagi nasabah yang tidak 
menepati janji di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
2. Untuk menganalisis penerapan denda tersebut sudah sesuai dengan fatwa 
DSN-MUI 
D. Manfaat Pnelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, di 
antaranya : 
1. Manfaat secara teoritis 
Secara teoritis, penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan 
penambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, dan dalam bidang 
8 
 
 
 
ilmu pengetahuan dapat pula memecahkan  atau mencari solusi dari 
suatu permasalahan yang ada. 
2. Manfaat secara praktis 
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis dan 
masyarakat, khususnya bagi penulis akan lebih memudahkan jika suatu 
waktu berhadapan dengan persoalan yang menyangkut perbankan 
syariah, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
pengalaman bagi penulis sebagai modal untuk bekerja dengan baik di 
masa mendatang. 
E. Kerangka Teori 
Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berperstasi pada 
salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal 
balik.
16
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
menyebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
17
 
Mur<abah{ah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan 
harga perolehan dan keuntungan (profit) yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu untuk harga 
produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya. Suatu jual beli dalam Islam sedikitnya harus memenuhi 
syarat bahwa ada penjual (ba‟i), pembeli (musytari), barang yang diperjual 
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belikan, harga dan ijab qabul atau biasa juga disebut dengan akad jual 
beli.
18
 
Berdasarkan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa seorang 
nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomi terkadang menunda-
nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad 
yang lain pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan 
diantara kedua belah pihak. Di dalam fatwa tersebut terdapat sanksi yaitu 
sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang 
mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. 
Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan di luar 
kemampuan nasabah (force majeure) tidak boleh dikenakan sanksi. Bagi 
nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh 
dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta‟zir yaitu bertujuan 
agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi 
dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan 
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
19
 
Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang 
menunda penyelesaian utangnya dalam mur<abah{ah ini. Bila seorang 
pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil 
tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang 
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itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. 
Rasulullah saw. pernah meningkatkan pengutang yang mampu tetapi lalai 
dalam salah satu haditsnya,
20
 
 “Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka 
dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black 
list-pen)” (HR. Bukhari ). 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi 
keilmuan dalam skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah 
membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, seperti dari 
beberapa buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain yang sejenis dengan 
skripsi ini. Beberapa buku dan skripsi yang penulis temukan adalah : 
Buku yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo yaitu “Aspek 
Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.” Buku ini banyak 
membahas tentang Akad Pembiayaan Mur<abah{ah dan denda.21 
Skripsi yang disusun oleh Heni Taslimah, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta tahun 2008 yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU 
BMT Multazam Yogyakarta.” Skripsi ini berisi tentang KSU BMT 
Multazam dan anggotanya dalam hal pelaksanaan penerapan denda pada 
pembiayaan bermasalah. Dan membahas dan menilai penerapan denda 
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tersebut dengan prinsip-prisip hukum Islam, dengan teori darurat dan 
maslahah mengenai permasalahan dalam penerapan denda tersebut.
22
 
Skrispi yang disusun oleh Yetty Nur Indah Sari, UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta tahun 2008 yang berjudul: “Denda Murabahah 
Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bank Syariah 
Mega Indonesia)”.Skripsi ini berisi tentang bagaimana pandangan sistem 
ekonomi Islam terhadap denda mur<abah{ah dalam suatu transakasi di 
perbankan Syari‟ah. Dan dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang 
kesesuaian antara teori dan praktek denda pada mur<abah{ah.23 
Skripsi yang disusun oleh Sukma Atmaja Wanirat, mahasiswi IAIN 
Surakarta, Fakultas Syariah tahun 2015 yang berjudul: “Analisis 
Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Dan Wanprestasi. Skripsi ini 
berisi tentang proses eksekusi kontrak dan menentukan proses pemecahan 
masalah antara BMT dan klien yang berada dalam keadaan gagal bayar.
24
 
Skripsi yang disusun oleh Evi Normah Wati, UIN Walisongo 
Semarang tahun 2010 yang berjudul: “Praktek Denda Pada Pembiayaan 
Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Prespektif Fatwa 
DSN-MUI No. 43.”Skripsi ini berisi tentang praktek denda pada 
pembiayaan murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang 
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menggunakan akad mur<abah{ah dengan berdasarka fatwa DSN-MUI No. 
43. Dan apabila anggota dalam tanggal angsuran mengalami 
keterlambatan maka dikenakan denda 0,1% dikala hari keterlambatan.
25
 
Penelitian-penelitian di atas hanya fokus kepada praktek  dan teori 
penerapan denda pada pembiayaan mur<abah{ah yang ditinjau dari hukum 
Islam. Sedangkan dalam penelitian ini pembahasan lebih mendetail pada 
ketentuan penerapan denda pada pembiayaan murabahah, karena disertai 
dengan faktor, upaya, pengelolaan dana denda dan objek kajian tersebut 
berbeda. Dan penerapan denda pada BPRS Dana Mulia lebih dihitung 
perharian dari keterlambatan nasabah. Sedangkan penerapan denda di 
KJKS lainnya pada presentasi. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi, dimana peristiwa-
peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, atau dimana 
sumber-sumber primer dapat diketemukan.
26
 Penelitian ini bersifat 
deskriptif, yaitu penelitian menggunakan pengamatan (observasi) 
terhadap gejala atau peristiwa aktual yang ada. 
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2. Sumber data 
Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal 
yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak 
segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah 
sebagian saja dari informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.
27
 
Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber, sumber yaitu: 
a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, 
atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri 
oleh peneliti secara langsung seperti hasil wawancara dan hasil 
pengisian angket (kuesioner).  Soerartno dan Arsyad dalam buku 
Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian mendefinisikan data 
primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 
organisasi yang menerbitkan atau menggunakan.
28
 Dalam hal ini 
data yang diambil langsung dari BPRS Dana Mulia Surakarta. 
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. 
Purwanto dalam buku Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian 
mengartikan data sekunder sebagai data yang dikumpulkan oleh 
orang atau lembaga lain.  Soeratno dan Arsyad dalam buku Teknik 
Penyusunan Instrumen Penelitian mengartikan data sekunder 
sebagai data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang 
bukan sebagai pengelolanya. Dengan demikian data sekunder 
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memiliki dua makna. Pertama, data yang telah diolah. Kedua, data 
yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lainnya, dengan kata 
lain bukan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.
29
 
3. Lokasi dan waktu Penelitian 
 Penelitian ini mengambil lokasi di BPRS Dana Mulia Surakarta 
dengan alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 10 haKelurahan 
Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. 
4. Teknik pengumpulan data 
 Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian 
diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan 
skripsi ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut : 
a. Wawancara (interview) merupakan suatu proses tanya jawab atau 
dialog secara lisan antara pewancara (interviewer) dengan 
responden atau orang yang diinterviu (interviewee)dengan tujuan 
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
30
 
Dalam hal ini penulis melakukan wawncara (interview) dengan 
Direktur, Wakil Direktur, dan staff yang menangani langsung 
kegiatan operasional lembaga perbankan tersebut. 
b. Observasi merupakan metode pengumpulan data. Observasi bisa 
diartikan sebagai pengamatan dan perencanaan secara sistematik 
terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek 
penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau 
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informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. 
Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara tidak 
langsung keadaan di lapangan agar penelitian memperoleh 
gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
31
 
c. Dokumentasi merupakan suatu teknik dasar yang dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 
tertulis dan gambar. Yang ada melalui sumber-sumber yang 
berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu brosur dan  data di 
BPRS Dana Mulia Surakarta. 
5. Teknik analisis data 
  Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai 
rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai 
sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Agar 
mendapatkan data yang benar-benar valid maka data-data yang sudah 
terkumpul akan penulis analisis dengan menggunakan analisis data 
Induktif. Induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta khusus 
kemudian ditarik suatu generalisasi yang sifatnya umum. Yaitu 
diambil dari fakta yang ada kemudian setelah itu diuraikan 
berdasarkan teori-teori akad yang sudah ada sebagai acuan untuk 
menganalisis. Dalam menganalisis penulis menggunakan fatwa DSN-
MUI. 
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H. Sistematika Penulisan  
Untuk dapat memahami dengan mudah penelitian ini secara 
keseluruhan, maka penulis akan menguraikan dengan sistematika sebagai 
berikut: 
BAB I berisi pendahuluan yang menerangkan bentuk dan isi 
penelitian, dimulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
BAB II membahas Kajian Umum Akad Mur<abah{ah Dan Denda 
meliputi Pertama Akad : Pengertian, Rukun dan Syarat Akad, Berakhirnya 
Akad, Prosedur Pembatalan, Kedua Mur<abah{ah :Pengertian Mur<abah{ah, 
Teknis Perbankan, Skema Proses Transaksi Mur<abah{ah, Dasar Hukum 
Mur<abah{ah, Syarat dan Rukun Mur<abah{ah, Maanfaat Mur<abah{ah, 
Ketentuan-ketentuan Murabahah, Aspek Teknis, Aspek Administrasi, 
Dokumentasi, Ketiga Denda : Pengertian denda (Ta‟zir), Tujuan dan 
Syarat-syarat Ta‟zir, denda pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-
MUI/IX/2000. 
BAB III membahas tentang Penerapan Denda Pada Akad Mur<abah{ah 
Pada BPRS Dana Mulia. Bab ini berisi tentang Pertama Gambaran Umum 
BPRS Dana Mulia Surakarta: Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, 
Produl-produk, tugas dan fungsi bagian operasional. Kedua Pelaksanaan 
Denda: Pengertian, tujuan denda, denda nasabah, mekanisme penerapan  
denda pada Pembiayaan Mur<abah{ah di BPRS Dana Mulia Surakarta,  
17 
 
 
 
Pengelolan Dana denda dan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa 
Pembiayaan Mur<abah{ah.  
BAB IV membahas tentang analisis penelitian terhadap Penerapan 
Denda pada akad Mur<abah{ah berisi tentang Analisis penerapan denda bagi 
nasabah yag tidak menepati janji, pengelolaan denda dan Analisis 
Penerapan denda pada akad mur<abah{ah menurut Fatwa MUI No. 
17/DSN/MUI/IX/2000. 
BAB V ini berisi Penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi 
ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil penelitian, dan pengkajian 
terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 
KAJIAN UMUM AKAD MUR<ABAH{AH  DAN DENDA 
 
A. AKAD 
1. Pengertian Akad 
Secara lughawi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian, 
permufakatan (al-ittifaq). Sedangkan secara Istilahi, akad didefinisikan 
dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat 
dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak 
yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syarat yang akan 
memiliki akibat hukum terdapat objeknya.
32
 
Definisi-definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, akad 
merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh 
terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan 
tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan 
dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum 
baru.
33
 
Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara 
umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut 
Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu “segala sesuatu yang 
dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti 
wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya 
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Syariah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.   
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membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan 
gadai.” Sementara dalam artian khusus diartikan “ perikatan yang 
ditetapkan dengan ijab qabul berdasrkan ketentuan syara‟ yang 
berdampak pada objeknya” atau “menghubungkan ucapan salah seorang 
yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara‟ dan berdampak pada 
objeknya.
34
 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, para ahli hukum Islam 
kemudian mendefinisikan aqad sebagai berikut :
35
 
Hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat 
yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek 
perikatan. 
Persoalan akad adalah persoalan anatar pihak yang sedang menjalin 
ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad 
adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 
terlanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang 
menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang 
melaksanakan akad.
36
 
2. Rukun dan Syarat Akad 
rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak 
adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama‟ 
berpendapat bahwa rukun akad terjadi dari : 
 Al-Aqidain (Pihak-pihak yang berakad) 
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 Obyek akad37 
1. Barang yang dijualbelikan 
2. Harga  
 Shigat al-„Aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri)38 
1. Serah (ijab) 
2. Terima (qabul) 
 Tujuan Akad 
Berbeda dengan jumur Ulama‟, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa 
rukun akad hanya satu shigatu al-„aqd. Bagi Mazhab Hanafi, yang 
dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membntuk 
akad. Unsur pokok tersebut hanya pertanyaan kehendak masing-masing 
pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan obyek akad adalah 
unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang 
pihak dan obyek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap 
memandang bahwa pihak yang berakad dan obyek akad merupakan 
unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya di luar 
esensi akad, para pihak dan obyek akad merupakan syarat, bukan rukun. 
Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun 
tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk 
dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi : 
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a) Syarat terbentuknya akad, dalam Hukum Islam syarat ini dikenal 
dengan nama al-syuruth al-in‟iqad. Syarat ini terkait dengan sesuatu 
yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah : 
- Pihak yang berakad (aqidain), disyaratkan tamiz39 dan berbilang. 
- Shighat akad (Pernyataan kehendak): adanya kesesuaian ijab dan 
kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu 
majelis akad. 
- Obyek akad: dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat 
ditranskasikan (benda yang bernilai dan dimiliki). 
- Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟. 
b) Syarat Keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat 
mengabsahkan akad setelah syarat in‟iqad tersebut dipenuhi. Setelah 
rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang 
menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi 
ia belum dipandang syah jika tidak memenuhi syarat-syarat 
tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu : 
- Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika 
pernyataan kehendak tersebut dilakukan oleh para pihak yang 
berakad. 
- Bebas dari riba  
Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan syah tidaknya 
sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat 
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tersebut, meskipun rukun dan syarat in‟iqad sudah terpenuhi, akad 
tidak syah dan disebut sebagai akad fasid. Menurut ahli hukum 
Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara‟ syah pokoknya, 
tetapi tidak syah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah 
memenuhi rukun ada syarat terbentuknya, telah memenuhi rukun dan 
syarat terentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsyahnnya.
40
 
Akad fasid oleh Ulama‟ Hanafi dibedakan dengan akad batil. Di 
mana akad batil adalah akad yang tidak memenuhi pokok dan 
sifatnya. Berbeda dengan Hanafi, Ahli Hukum sunni tidak 
membedakan antara akad bathil dan akad fasid. Keduanya sama-
sama merupakan akad tidak syah dan tidak ada wujudnya serta tidak 
mempunyai konskuensi hukum yang berbeda.
41
 
c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (al-Syuruth an-Nafadz), 
adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah: 
- Adanya kewenangan sempurna atas obyek akad, kewenangan ini 
terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas 
obyek akad, atau para pihak merupakan wakil dari para pemilik 
obyek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada obyek 
tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Contoh Pemilik barang 
yang sedang digadaikan.tindakan hukum pemilik barang terhadap 
barang yang sedang digadaikan tergantung pada ratifikasi penerima 
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gadai. Ia tidak memiliki kewenangan sempurna atas barangnya 
yang sedang digadaikan. Demikian juga tindakan hukum dari 
seorang yang dijadikan wakil orang lain untuk menjualkan 
barangnya. Wakil tidak mempunyai keweangan sempurna atas 
barang orang yang mewakilkan. Tindakan hukum dia mauquf pada 
ratifikasi pemilik barang tersebut. 
- Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, 
persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad 
adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan 
bertindak hukum yang dibutuhkan. Tindakan hukum anak kecil 
dianggap mauquf di kekuasaan walinya. Artinya ia baru dianggap 
memiliki implikasi hukum jika tindakannya atas seizin wali. 
42
 
d) Syarat Mengikat (al-Syuruth al-luzum), sebuah akad yang sudah 
memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana 
yang dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat 
mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan 
lagi yang menjadikannya mengikat, diantaranya: 
- Terbebas dari sifat akad yangsifat ashlinya tidak mengikat kedua 
belah pihak (meskipun mengikat bagi salah satu pihak), seperti 
akad kafalah (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya 
merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak 
mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggung 
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diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad 
penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekunsinya. 
Bagi penanggung (al-Ka#fil)akad tersebut mengikat sehingga ia 
tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor. 
- Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak 
khiyar baru mengikat tatkala hak khiyar berakhir. Selama hak 
khiyar belum berakhir, akad tersebut belum mengikat.
43
 
3. Berakhirnya Akad 
Akad akan berakhirnya, jika dipenuhi hal-hal berikut: 
a. Berakhirnya Masa Berlaku Akad 
Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan 
perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, 
sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian 
akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.
44
 
Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada QS. At-Taubah 
(9): 4:
45
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Artinya: “Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan 
perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi 
(isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang 
memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya 
samapai batas waktunya.
46
 Sungguh, Allah menyukai orang-orang 
yang bertakwa.sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) 
mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap 
mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, 
Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.” 
 
b. Dibatalkan oleh Pihak yang Berakad atau Terjadinya Pembatalan 
atau Pemutusan Akad (Fasakh) 
Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar 
ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam 
pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. 
Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (error hin objecto), 
maupun mengenai orangnya (error in persona).
47
 
Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak 
apabila pihak yang lain menyampaikan dari apa yang diperjanjikan 
adalah didasarkan kepada ketentuan alquran di antaranya QS. At-
Taubah (9): 7: 
Artinya: “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman)di sisi Allah 
dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-
                                                          
46
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orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di 
dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku 
jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap 
mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.
48
 
 
Selai itu, pembatalan/pemutusan akad dapat terjadi dengan 
sebab-sebab berikut ini:
49
 
1. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara‟, seperti terdapat 
kerusakan dalam akad (fasad al-„aqd). Misalnya, jual beli barang 
yang tidak memenuhi kejelasan (jahalah) dan tertentu waktunya 
(mu‟aqqat). 
2. Adanya khiyar, baik khiyar rukyah, khiyar „aib, khiyar syarat, 
atau khiyar majelis. 
3. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (iqalah). Salah satu 
pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan 
karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal 
ini didasarkan pada Hadis Nabi saw riwayat Baihaqi dari Abu 
hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan 
permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli 
yang dilakukan, Allah akan mengehilangkan kesukarannya pada 
hari kiamat kelak (man aqala naadiman bai‟atahu aqalallahu 
„atsaratuhu yaumal qiyamah). 
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QS. At-Taubah (9) ayat 12 dan 13:
50
 
Artinya: “Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada 
perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah 
pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah 
orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-
mudahan mereka berhenti.Mengapa kamu tidak memerangi 
orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah 
merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama 
kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, 
padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika 
kamu orang-orang beriman. 
 
c. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia 
Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang 
membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian 
dibuat dalam hal memberikan sesutu, katakanlah dalam bentuk 
uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. 
Sebagai contohnya ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, 
kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang 
menjadi kewajiban ahli waris.
51
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d. Jika Ada Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan)52 
Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka 
akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu. Hal ini 
berdasarkan kepada firman Allah swt QS. Al-Anfal (8): 58:
53
 
 Artinya:”dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) 
pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian 
itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang yang berkhianat. 
 
4. Prosedur Pembatalan Perjanjian54 
Prosedur pembatalan perjanjian yaitu: terlebih dahulu para pihak 
yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahukan, bahwa 
perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai alasannya. 
Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang 
membuat akad, bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka 
untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan. Hal ini berdasarkan 
firman Allah swt dalam QS. Al-Anfal (8): 58: 
Artinya: :”dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) 
pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian 
itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang yang berkhianat.” 
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B. MUR<ABAH{AH 
1. Pengertian Mur<abah{ah 
a. Pengertian Mur<abah{ah Secara Bahasa 
Kata mur<abah{ah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, 
murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti 
ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa‟u asy-syai murabahatan” 
artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu 
barang yang memberi keuntungan. Kata mur<abah{ah juga berasal 
dari kata ribhun atau rubhun yang berati tumbuh, berkembang, dan 
bertambah.
55
 
b. Pengertian Mur<abah{ah Secara Istilah 
Menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian 
mur<abah{ah adalah “al-bai‟ bira‟sil maal waribhun ma‟lum” 
artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang 
diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual 
barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan 
keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut.” Para fuqaha 
mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar 
kepercayaan (dhaman buyu‟ al-amanah). Hal ini mengingat 
penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan 
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menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut 
keuntungannya kepada pembeli.
56
 
Maulana Taqi Usmani dalam tulisannya tentang murabahah 
mengemukakan :
57
 
“Mur<abah{ah” is, in fact, a term os Islamic fiqh it refers to a 
particular kind of sale having nothing to do with financing in its 
original sense. If a seller agrees with his purchaser to provide 
him a specific commodity on a certain profit added to his cost, it 
is called a “mur<abah{ah” transaction. The basic ingredient of 
“Mur<abah{ah” is that the seller discloses the actual cost the has 
incurred in acquiring the commodity, and then adds some profit 
thereon. This profit may be in lump sum or may be based on a 
percentage. 
Menurut Maulana Taqi Usmani, mur<abah{ah pada mulanya 
bukan merupakan suatu cara atau model pembiayaan (made of 
financing). Pada mulanya mur<abah{ah sekedar suatu sale on cost-
plus basis. Namun setelah adanya konsep pembayaran tertunda (the 
concept of deferred payment), maka mur<abah{ah telah digunakan 
sebagai suatu model atau cara pembiayaan dalam hal nasabah 
bermaksud untuk membeli suatu komoditas dengan cara menyicil 
pembayaran harganya. Oleh karena itu, menurut Mulana Taqi 
Usmani, mur<abah{ah jangan diterima sebagai suatu model 
pembiayaan Islam yang ideal atau sebagai instrumen universal 
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untuk keperluan semua jenis pembiayaan (financing). Menurut 
Mulana Taqi Usmani, mur<abah{ah hendaknya hanya diterima 
sebagai langkah peralihan menuju suatu sistem pembiayaan yang 
ideal dalam bentuk musyarakah atau mudarabah. Mudarabah 
hendaknya hanya digunakan terbatas kepada hal-hal di mana 
musyarakah atau mudarabah tidak dapat digunakan sebagai cara 
bagi bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada 
masyarakatnya.
58
 
Menurut Ashraf Usmani, mur<abah{ah adalah “Mur<abah{ah is a 
particular kind of sale commodity he has incurred, and sells it to 
another person by adding some profit thereon. Trus, Mur<abah{ah 
is not a long given interest; it is a sale of a commodity for 
cash/deferred price.
59
 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
memberikan definisi tentang mur<abah{ah dalam penjelasan pasal 19 
aya (1) huruf d. Menurut Penjelasan pasal19 ayat (1) hurufd 
tersebut, yang dimaksud dengan “Akad Mur<abah{ah” adalah akad 
Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya 
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga belinya 
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih 
sebagai keuntungan yang disepakati. Penjelasan tersebut belum 
mengungkapkan mekanisme dari pembiayaan mur<abah{ah oleh 
bank syariah kepada nasabahnya. Seakan-akan mur<abah{ah hanya 
                                                          
58
Ibid., 
59
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek 
Hukumnya...., hlm. 193. 
32 
 
 
 
merupakan perjanjian jual-beli barang yang biasa dilakukan antara 
seorang pedagang yang bukan lembga keuangan dan langganan 
pembelinya. Tidak tergambar dari pengertian tersebut bahwa 
murabahah adalah suatu produk pembiayaan yang diberikan oleh 
suatu lembaga keuangan dan terlibatnya dua perjanjian yangsatu 
sama lain terpisah dan berlangsung dengan adanya tiga yang 
terlibat. Coba bandingkan denga definisi yang diberikan dalam 
Meezan Bank‟s Guide to Islamic Banking yang ditulis oleh Usmani 
tersebut yang menggambarkan di satu pihak terdapat hubungan 
hukum antara bank dan pemasok barang yang menjual barang itu 
kepada bank dan di pihak lain hubungan antara bank dan nasabah 
yang memeli barang itu bank dari bank.
60
 
c. Pengertian Mur<abah{ah dalam Praktik 
Pengertian mur<abah{ah dalam praktik adalah apa yang 
diistilahkan dengan bai al-murabahah liamir bisy-syira, yaitu 
permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk 
membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Untuk 
singkatnya bentuk ini dinamakan Mur<abah{ah Permintaan/Pesanan 
Pembelian (MPP). MPP ini merupakan dsar kesepakatan dari 
terjadinya transaksi jual beli barang dan permintaan/pesanan 
tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi pemesan. 
Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, penyerahan barang, 
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dan cara pembayaran dalam MPP ini ditentukan atas kesepakatan 
para pihak.
61
 
Dalam jual beli MPP ini ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu 
A, B, dan C. A meminta kepada B untuk membelikan barang 
keperluan A. B tidak memiliki barang-barang tersebut tetap 
berjanji untuk membelikannya dari pihak lain, yaitu C, B adalah 
sebagai perantara dan penjual, dan dalam perjanjian MPP 
berhubungan hukum terjadi antara A dan B. Bentuk perjanjian 
murabahah ini diartikan sebagai menjual suatu komoditi dengan 
harga yang ditentukan penjual (B) ditambah dengan keuntungan 
(untuk B) dan dibeli oleh A.
62
 
Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam MPP ini ada dua unsur 
utama yang perlu dipahami, yaitu adanya wa‟ad (janji), artinya 
janji untuk membelikan barang yang diminta pembeli dan janji 
penjual untuk meminta keuntungan dari barang tersebut. Di 
samping itu, disepakati pula oleh pembeli dan penjual  bahwa janji 
ini bersifat mengikat (iltizam) yang kemudian akan dilakukan 
pembayaran dengan cara ditangguhkan (mujjal). Berdasarkan 
penjelasan  tersebut, unsur-unsur MPP bila diterapkan dalam 
perbankan syariah adalah sebagai berikut : 
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1) Pembelian menentukan barang yang dikehendaki disertai 
karakteristiknya, dan menerima pihak bank untuk membeli dan 
menentukan harganya. 
2) Pihak bank mencari barang yang sesuai dengan permintaan 
pembeli kepada pemasok/penyedia barang baik atas inisiatifnya 
atau atas rekomendasi dari pembeli. 
3) Pihak bank membeli barang dari pemasok/penyedia barang 
secara tunai sehingga barang tersebut menjadi milik bank. 
4) Setelah bank mendapatkan informasi barang yang dibutuhkan 
berikut harganya, kemudian menentukan harga jual kepada 
pembeli berikut syarat-syarat dan ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh pembeli. 
5) Pihak pembeli memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat yang ditentukan oleh baik berikut tata cara 
pembayarannya.  
6) Pembeli mendatangani akad mur<abah{ah dengan bank atas 
barang/objek yang telah disepakati dengan harga jual bank 
yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan, 
kemudian bank menyerahkan barang tersebut kepada nasabah 
sebagai pembeli.
63
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2. Teknis Perbankan 
Mur<abah{ah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok 
barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 
Berdasarkan akad jual-beli tersebut bank membeli barang yang dipesan 
oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga 
beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus 
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 
biaya yang diperlukan. Mur<abah{ah dapat dilakukan berdasakan 
pesanan atau tanpa pesanan. Dal mur<abah{ah berdasarkan pesanan, 
bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. 
Mur<abah{ah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak 
mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. 
Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
64
 
3. Skema Proses Transaksi Murabahah65 
Berdasarkan uraian pengertian mengenai mur<abah{ah tersebut, 
skema proses atau modus operandi transaksi mur<abah{ah dapat 
digambarkan sebagai berikut ini: 
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Keterangan : 
1. Pembuatan akad jual-beli barang antara bank dan nasabah yang 
sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank. 
2. Pembuatan akad jual-beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran 
harga barang oleh bank. 
3. Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok 
kepada bank. 
4. Penjualan barang + mark-up/margin dan penyerahan hak 
kepemilikan oleh bank kepada nasabah. 
BANK NASABAH 
SUPPLIER 
PENJUAL 
NEGOSIASI & 
PERSYARATA
N 
AKAD Jual Beli 
KIRIM 
BELI  
5 
Terima Barang 
& Dokumen 
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5. Pengiriman barang secara fisik oleh penjual/pemasok kepada 
nasabah. 
6. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan 
atau secara sekaligus pada akhir awal pelunasan. 
4. Dasar Hukum Mur<abah{ah 
Mur<abah{ah merupakan akad jual beli ya secara syar‟i 
diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat 
dalam Al Qur‟an dan jumur ulama‟juga membolehka akad jual beli 
ini.
66
 Di antara dalil (landasan syariah) yang membolehkan praktik 
akad jual beli mur<abah{ah adalah sebagai berikut : 
a. Al Qur‟an 
“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan ukarela di antaramu.
67
 
 
Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara 
transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandungunga (riba) 
sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan 
mur<abah{ah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya 
menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan 
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setiap transaksi mur<abah{ah harus berdasarkan prinsip kesepakatan 
kedua pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjeaskan 
dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-
masing.
68
 
“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”69 
Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual 
beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. 
Berdasarkan ketentuan ini, jual beli mur<abah{ah mendapat pengakuan 
dan legalitas dari syara‟, dan sah untuk di operasionalkan dalam 
praktik pembiayaan lembaga keuangan syariah karena ia merupakan 
salah satu jual beli dan tidak mengandung unsur riba.
70
 
b. Hadits71 
Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda: 
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sam suka.” (HR 
Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). 
 
Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, 
“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: juga beli secara 
tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 
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dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR 
Ibnu Majah) 
 
c. Kaidah Fiqih 
“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya.” 72 
 
 
5. Syarat dan Rukun Mur<abah{ah 73 
a. Syarat Mur<abah{ah 
1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 
ditetapkan. 
3) Kontrak harus bebas dari riba. 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 
atas barang sesudah pembelian. 
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang beraitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak 
dipenuhi, pembeli memiliki pilihan : 
a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas 
barang yang dijual, 
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c. Membatalkan kontrak. 
b. Rukun Mur<abah{ah 74 
1) Penjual (Ba‟i) 
2) Pembeli (Musytari) 
3) Objek Jual Beli (Mabi‟) 
4) Ijab Qabul 
6. Manfaat Mur<abah{ah 75 
Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai‟ al-murabahah 
memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus 
diantisipasi. 
Mur<abah{ah  memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah 
satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selesih harga beli 
dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem 
mur<abah{ah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan 
penanganan administrasinya di bank syariah. 
Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain 
sebagai berikut: 
a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 
b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang 
dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank 
tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. 
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c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 
nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam 
perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, 
sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena 
nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia 
pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan 
penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan 
demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak 
lain. 
d. Dijual; karena bai‟ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, 
maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik 
nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya 
tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko 
untuk default akan besar.
76
 
7. Ketentuan-ketentuan Mur<abah{ah 
a. Ketentuan tentang Mur<abah{ah 77 
1) Ketentuan Umum Mur<abah{ah Dalam Bank Syari‟ah 
 Bank dan nasabah harus melakukan akad Mur<abah{ah yang 
bebas riba. 
 Bank yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah 
Islam. 
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 Bank membiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati kualifikasinya. 
 Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
 Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara berutang. 
 Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keutungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu 
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 
biaya yang diperlukan. 
 Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
 Untuk mencegahkan terjadinya penyalahgunaan atau 
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan 
perjanjian khusus dengan nasabah berupa peningkatan 
jaminan dan atau asuransi. 
 Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual 
beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip, menjadi milik bank. 
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2) Ketentuan Mur<abah{ah Kepada Nasabah78 
 Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 
suatu barang atau aset kepada bank. 
 Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
perdagangan. 
 Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah 
harus menerima (membeli)-nya sesaui dengan perjanjian 
yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian 
tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus 
membuat kontrak jual beli. 
 Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
 Jika nasabah kemudian menolak memberi barang tersebut, 
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
b. Jaminan Dalam Mur<abah{ah 
1. Jaminan dalam mur<abah{ah diperbolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 
2. Bank dapat menerima nasabah untuk mnyediakan jaminan 
yang dapat dipegang.   
c. Utang Dalam Mur<abah{ah 
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1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 
Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan 
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan utangnya kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. 
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan.  
d. Penundaan Pembayaran Dalam Mur<abah{ah 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tiak dibenarkan 
penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
e. Bangkrut dalam Mur<abah{ah 
Jika naabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesakan 
utangnya, bank haru menunda tagihan utang sampai ia sanggup 
kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
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1. Uang muka mur<abah{ah 79 
a) Dalam akad penyaluran dana mur<abah{ah, Lembaga 
Keuangan Syari‟ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang 
muka apabila kedua belah pihak bersepakat. 
b) Besar jumlah uang muka ditetukan berdasarkan 
kesepakatan. 
c) Jika nasabah membatalkan akad mur<abah{ah, nasabah harus 
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka 
terebut. 
d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS 
dapat meminta tambahan kepada nasabah. 
e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS 
harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 
2. Diskon Mur<abah{ah 80 
a) Harga (Tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang 
disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai 
(qimah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi 
maupun lebih rendah. 
b) Harga dalam jual beli mur<abah{ah adalah harga beli dan 
biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan 
kesepakatan. 
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c) Jika dalam jual beli mur<abah{ah LKS mendapat diskon dari 
supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; 
karena itu, diskon adalah hak nasabah. 
d) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian 
diskon tersebut diakukan berdasarkan perjanjian 
(persetujuan) yang dimuat dalam akad. 
e) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah 
diperjanjikan dan ditandatangani. 
3. Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran
81
 
Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang 
dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi 
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. 
a) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan 
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 
b) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran 
dan/atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar 
utangnya boleh dikenakan sanksi. 
c) Sanki didasarkan pada prinsip ta‟zir, yaitu bertujuan agar 
nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
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d) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarannya 
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 
ditandatangani. 
e) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana 
sosial. 
4. Potongan pelunasan dalam mur<abah{ah 82 
a) Jika nasabah dalam transaksi mur<abah{ah melakukan 
pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari 
waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan 
dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak 
diperjanjikan dalam akad. 
b) Besarnya potongan sebagaimana dimaksudkan diatas 
diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. 
5. Ketentuan ganti rugi (ta‟widh)83 
a) Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta‟widh) hanya atas 
kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas 
kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian 
melakukan seseuatu yang menyimpang dari ketentuan akad 
dan mengakibatkan kerugian pada bank. 
b) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan 
bank adalah sesauai nilai kerugian riil (real loss) yang 
berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh 
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pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang 
diperkirkan akan terjadi (potential loss) karena adanya 
peluang yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-
i‟ah). 
c) Klausal pengenaan ganti harus ditetapkan secara jelas 
dalam akad dan dipahami oleh nasabah. 
d) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. 
8. Aspek Teknis 
a. Implementasi84 
1. Tujuan Jual beli digunakan oleh bank untuk memfasilitasi 
nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi 
kebutuhan akan: 
a) Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat 
transportasi, alat-alat rumah-tangga dan sejenisnya (tidak 
termasuk renovasi atau proses membangun). 
b) Pengadaan barang dagangan. 
c) Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak 
termasuk proses produksi). 
d) Barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya. 
e) Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syari‟ah 
dan disetujui bank. 
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b. Bank85 
1. Bank diperbolehkan menentukan supplier atas barang yang 
dibeli oleh nasabah. 
2. Bank menerbitkan Purchase Order (PO) dan Delivery Order 
(DO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada supplier agar 
barang tersebut dikirimkan kepada nasabah. 
3. Bank akan mentransfer uang pembelian barang langsung 
kepada penjual/supplier. 
4. Proses pengadaan barang mur<abah{ah (aktiva mur<abah{ah) harus 
dilakukan oleh pihak bank. 
5. Jika bank hendak mewakilikan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli mur<abah{ah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank 
maka terlebih dahulu dibuat akad wakalah. 
c. Nasabah 
1. Nasabah harus cakap hukum. 
2. Mempunyai kemampuan untuk membayar. 
d. Harga jual bank86 
1. Ketentuan harga jual bank ditetapkan pada awal perjanjian dan 
tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran 
angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan. 
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2. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
3. Apabila nasabah memberikan uang muka (urbun), maka uang 
muka nasabah tersebut diperlakukan sebagai pengurangan 
Utang Nasabah (Piutang Mur<abah{ah). Namun demikian akad 
jual beli yang dibuat antara bank dengan nasabah tetap 
berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati. 
4. Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. 
Dalam mur<abah{ah, uang muka harus dibayarkan oleh nasabah 
kepada bank, bukan kepada pemasok. Uang muka menjadi 
bagian pelunasan piutang mur<abah{ah apabila mur<abah{ah 
apabila mur<abah{ah jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan 
sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila mur<abah{ah 
batal, uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah 
dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara 
lain: 
a) Potongan uang muka bank oleh pemasok; 
b) Biaya administrasi; 
c) Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya. 
e. Jangka waktu87 
Jangka waktu mur<abah{ah ditentukan oleh kebijakan bank dalam 
bentuk SK Direksi. 
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1. Denda kepada Nasabah 
Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak 
dapat memenuhi kewajiban piutang mur<abah{ah dengan indikasi 
antara lain: 
a) Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana 
tetapi tidak melakukan pembayaran piutang mur<abah{ah: 
dan 
b) Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah 
mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal 
lain. 
c) Pengenaan dan besarnya denda ditentukan oleh bank dalam 
bentuk SK Direksi. 
d) Pengenaan denda harus dituangkan dalam surat penawaran 
(Offering Letter) dan akad ta‟zir maupun ta‟widh. 
e) Pengakuan denda dapat berupa ta‟zir dan atau ta‟widh. 
2. Potongan88 
a) Apabila setelah akad transaksi mur<abah{ah, pemasok 
memberikan potongan harga atas barang yang dibeli oleh 
bank dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga 
tersebut menjadi hak nasabah. 
b) Bank dapat memberi potongan harga (muqossah), apabila 
nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau 
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lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat 
tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan 
ditetapkan oleh komite penyaluran dana. 
3. Komisi 
Dalam hal pemasok memberikan komisi atas pembelian barang 
oleh bank maka menjadi hak bank. 
4. Jaminan 
Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan atas 
piutang mur<abah{ah. 
5. Lain-lain 
a) Nasabah dapat dibebani biaya administrasi dan biaya 
lainnya, seperti biaya notaris, asuransi, dan lain-lain. 
b) Apabila dikemudian hari nasabah ternyata tidak 
mempunyai kemampuan untuk membayar, maka 
penyelesaiannya diputuskan oleh komite penyaluran dana. 
9. Aspek Administrasi89 
a. Realisasi penyaluran dana 
Transaksi jual beli mur<abah{ah akan dicairkan setelah akad 
perjanjian jual beli mur<abah{ah ditandatangani dan bank telah 
menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang 
dimaksud dalam akad) dari supplier kepada nasabah selaku wakil 
bank. Harga pembelian barang kepada supplier tersebut dibayarkan 
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langsung oleh bank supplier, sedang nasabah (pembeli) 
menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan 
pembayaran secara tangguh. 
b. Kewajiban nasabah 
1. Bank berhak meminta dan memperoleh surat kuasa dari 
nasabah untuk mendebit rekening nasabah pada bank 
gunapembayaran kewajiban (angsuran) pada setiap saat 
kewajiban jatuh tempo. 
2. Jika nasabah melakukan pembayaran uang muka, maka 
kewaiban nasabah adalah sebesar harga jual dikurangi dengan 
uang muka (uang muka sebagai pengurang piutang  kepada 
nasabah, dan tidak diperkenankan sebagai pembayaran 
angsuran pertama). 
3. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
mur<abah{ah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, 
yaitu sebesar harga jual barang. Jika nasabah menjual kembali 
barang tersebut dengan ketentuanatau kerugian, ia tetap 
berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. 
c. Pendapatan 
1. Pendapatan mur<abah{ah diakui pada saat pmbayaran angsuran. 
2. Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini 
ditanggung oleh nasabah dan diakui sebagai pendapatan bank. 
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3. Apabila terdapat uang muka dalam tranaksi mur<abah{ah 
berdasaran pesanan, maka keutungan mur<abah{ah didasarkan 
pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank (harga 
perolehan barang dikurangi uang muka). 
4. Apabila transakasi mur<abah{ah pembayaranya dilakukan secara 
angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan 
keutungan secara proposional. 
5. Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil 
dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan dilakukan 
secara proporsional antara pokok dan margin. 
d. Lain-lain 
Biaya asuransi barang ditanggung oleh nasabah (musytari). 
10. Dokumentasi 
a. Surat Persetujuan Prinsip (Offering Letter). 
b. Akad Jual Beli. 
c. Perjanjian Pengikatan Jaminan. 
d. Surat Permohonan Realisasi Mur<abah{ah. 
e. Tanda Terima Uang untuk akad Wakalah. 
f. Tanda Terima Barang yang ditandatangani nasabah. 
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C. DENDA 
1. Pengertian Denda(Ta’zir) 
Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah 
gharamah.Kamus Al-Munawwir kata ( َمَرَّغ- ٍةَماَرَّغِب َمَزْلَا: َمَرّْغَاَو ُمِرَّغَي ) 
artinya mendenda.
90
Sedangkan  bahasa gharamah  )ٌةَماَرَّغ( berarti 
denda. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang 
harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum 
adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang 
dibayarkan menurut penghasilan seseorang.
91
 
Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta‟zir. Ta‟zir 
menurut bahasa adalah ta‟dib, artinya memberi pelajaran. Ta‟zir juga 
diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man‟u, yang artinya menolak dan 
mencegah. At-ta‟zir adalah larangan, pencegahan, menegur, 
menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan 
(bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala 
bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik 
pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.
92
 
Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa 
Adillatuh, sanksi-sanksi ta‟zir adalah hukum-hukuman yang secara 
syara‟ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam 
menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi 
                                                          
90
Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia – 
Arab, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), hlm. 224)  
91
https://id.wikipedia.org/wiki/Denda, diakses 1 Agustus 2017, Jam 12.00 WIB. 
92
http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denda-dalam-
perspektif-islam.html.diakses 1 Agustus 2017, Jam 11.55 WIB. 
56 
 
 
 
terhadap pelaku tindak pidana yang sesaui dengan kejahatannya. 
Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman 
terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan 
di mana saja. Sanksi-sanksi ta‟zir ini sangat beragam sesuai dengan 
situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan 
berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.
93
 
Di karena ta‟zir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran 
dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam 
memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta‟zir, harus tetap memberikan 
petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.
94
 
2. Tujuan Dan Syarat-syarat Sanksi Ta’zir95 
Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi ta‟zir, yaitu 
sebagai berikut, 
a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum 
melakukan jarimah. 
b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 
mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari. 
c. Kuratif. Ta‟zir harus  mampu membawa perbaikan perilaku 
terpidana di kemudian hari. 
d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya 
ke arah yang lebih baik. 
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Syara‟ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk 
setiap jarimah ta‟zir, tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, 
dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi 
kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan 
demikian, sanksi ta‟zir tidak mempunyai batas tertentu.96 
Ta‟zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. 
Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki 
maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun 
muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau 
mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik 
dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi ta‟zir 
agar tidak mengulangi perbuatannya.
97
 
3. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000  
Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dalam pembayaran 
denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 17 
tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran. Fatwanya sebagai berikut ini: 
 
a. Pertama: Ketentuan Umum 
1. Sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa  ini  adalah  sanksi  yang 
dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi 
menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. 
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 
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majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 
3. Nasabah  mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau 
tidak  mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar 
boleh dikenakan sanksi. 
4.  Sanksi didasarkan pada prinsip ta‟zir, yaitu bertujuan agar 
nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
5. Sanksi  dapat  berupa  denda  sejumlah  uang  yang  besarnya 
ditentukan  atas  dasar  kesepakatan  dan  dibuat  saat  akad 
ditandatangani. 
6.  Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana 
sosial. 
b. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui  Badan  Arbitrasi Syari‟ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
c. Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
98
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BAB III 
PENERAPAN DENDA PADA AKAD MUR<ABAH{AH  PADA BANK 
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DANA MULIA  
 
A. Gambaran Umum BPRS Dana Mulia 
1. Sejarah Berdirinya BPRS Dana Mulia 
PT. BPR SYARIAH DANA MULIA diresmikan pada tanggal 26 
Maret 2008 oleh Pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo dan mulai 
beroperasi pada tanggal 1 April 2008. Sebagai Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) yang pertama di Eks Karesidenan Surakarta, 
bank mendapat persetujuan izin prinsip dengan dikeluarkannya surat 
dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 9/826/BPbs 
tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnya bank beroperasi berdasarkan 
Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/12/KEP.GBI/2008 
Tentang pemberian izin usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Dana Mulia yang berkedudukan di JL. KH. Agus Salim No. 10 
Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
99
 
2. Motto, Visi Dan Misi BPRS Dana Mulia100 
a. MOTTO 
Dengan motto “Ikhlas, Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah, 
Tawwakal Illallah dan Menjadi Rahmatan Lil Alamin “pendiri PT 
BPR SYARIAH DANA MULIA bertujuan untuk memberikan 
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layanan perbankan syariah bagi masyarakat, khususnya dari golongan 
pengusaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) di Eks Karesidenan 
Surakarta. 
b. VISI 
PT BPR SYARIAH DANA MULIA mempunyai visi untuk 
membangun perbankan yang amanah, berkembang, dan baroka 
berdasarkan prinsip syariah dengan mengharap ridho Alla Subaanahu 
Wata‟ala. 
c. MISI 
Kami akan mengemban amanah masyarakat yang menitipkan 
dana pada PT BPR SYARIAH DANA MULIA, dan membantu 
masyarakat yang membutuhkan dana dengan menggunakan prinsip 
syariah. 
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3. Struktur Organisasi BPRS Dana Mulia 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4. Produk-Produk BPRS Dana Mulia 
a. Produk Simpanan101 
Tabungan 
 Tabungan iB Mulia 
- Pembukuan hanya Rp 30.000,- 
- Untuk sejumlah setoran minimal Rp 10.000,- 
- Bagi hasil sangat kompetitif 
- Tanpa biaya administrasi 
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 Tabungan iB Mulia Qurban 
 Tabungan iB Mulia Haji & Umroh102 
1. Tabungan iB Mulia Haji  
Wujudkan impian anda ke Tanah Suci hanya Rp 2.000.000,- 
langsung dapat porsi haji quota resmi Depag, syarat mudah dan 
Ujroh ringan. 
Syarat-syarat : 
a. Fc. KTP, KK dan Surat Nikah (masing-masing 6 lembar) 
b. Fc. Akta Kelahiran dan/atau Ijazah Terakir yang ada nama 
Bapak 
c. Fc. Paspor (Bagi yang sudah punya) sebanyak 6 lembar 
d. Pas Photo dengan wajah 80% ukran 3x4 = 10 lembaran dan 
ukuran 4x6 = 5 lembar 
e. Foto Copy berkas menggunakan kertas A4 
f. Melakukan Photo dan sidik jari di tempat pendaftaran Depag 
setempat 
g. Minimal 12 Th mendaftar 
2. Tabungan iB Mulia Umrah 
- Hanya Rp 3.000.000,- (Seat Terbatas) 
- Dana talangan mulai R 15.000.000,- s/d Rp 40.000.000,- 
- Jangka waktu maksimal 60 bulan 
- Biro Terpercaya dan Amanah  
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- Proses cepat dan Margin ringan 
  Persyaratan : 
a. Fc. KTP Suami Istri, 
b. Fc. Surat Nikah dan KK 
c. Bukti Penghasilan 
d. Fc. Jaminan (SHM dan SPPT PBB Terakhir / BPKB dan 
faktur serta STNK/ Potong Gaji) 
 Tabungan iB Mulia Berjangka 
- Setoran minimal Rp 10.000.000,- 
- Jangka waktu 3,6,12 bulan 
- Cash Back dimuka 
- Bagi hasil kompetitif 
- Tanpa biaya administrasi 
 Tabungan Wadiah 
  Tabungan Lebaran103 
- Kini anda tak perlu khawatirkan dana untuk merayakan Hari 
Idul Fitri bersama keluarga. uangkapkan segala kegembiraan 
sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Aturan segala 
nikmatnya dengan Tabungan Lebaran ini. Tabungan lebaran 
merupakan tabungan berjangka Idul Fitri yang dapat dicairkan 
menjelang hari raya idul fitri. 
- Perbulan mulai Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,-  
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- Bingkisan parcel di akhir periode. 
 Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) 
- Bebas biaya administrasi bulanan 
- Syarat mudah dengan berbagai fitur menarik 
b. Produk Pembiayaan104 
Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah 
atau masyarakat, BPRS Dana Mulia menawarkan beberapa produk 
pembiayaan sebagai berikut: 
(a) Prinsip Jual Beli 
Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki 
barang dilakukan dengan prinsip jual beli.Keuntungan 
ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang 
dijual.Produknya seperti murabahah, salam, dan istishna. 
Mur<abah{ah adalah akad perjanjian penyediaan barang 
berdasarkan jual-beli di mana bank membiayai atau membelikan 
kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali 
kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 
Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam 
jangka waktu yang tertentu. 
Contohnya pembelian sepeda motor, pemberian barang-
barang elektronik, pembelian rumah dan pembelian barang 
kebutuhan warung serta biaya pembangunan/renovasi rumah. 
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(b) Prinsip Sewa 
Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki 
barang dilakukan dengan prinsip sewa. Keuntungan ditentukan 
di depan dan menjadi bagian harga atas jasa yang digunakan. 
Produknya seperti ijarah. 
Contohnya pembiayaan sekolah, biaya pernikahan, biaya 
rumah sakit, biaya sewa rumah/ruko, sewa mobil, sewa lahan 
pertanian. 
(c) Prinsip Bagi Hasil 
(d) Prinsip pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan 
guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip 
bagi hasil. Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang 
disepakati di muka. Produknya seperti musyarakah dan 
mudharabah. 
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(e) Pembiayaan Talangan Sertifikasi Bagi PNS105 
Nominal Ujroh Jangka Waktu Ujroh Jangka Waktu 
6 bulan Terima 
Bersih 
12 bulan Terima 
Bersih 
5.000.000 600.000 4.400.00 1.200.000 3.800.000 
10.000.000 1.200.000 8.800.000 2.400.000 7.600.000 
15.000.000 1.800.000 13.200.000 3.600.000 11.400.000 
20.000.000 2.400.000 17.600.000 4.800.000 15.200.000 
25.000.000 3.000.000 22.000.000 6.000.000 19.000.000 
30.000.00 3.600.000 26.400.000 7.200.000 22.800.000 
35.000.000 4.200.000 30.800.000 8.400.000 26.600.000 
40.000.000 4.800.000 35.200.000 9.600.000 30.400.000 
- Proses cepat dan ujroh ringan 
- Mengisi blanko permohonan pembiayaan dan surat pernyataan 
- Dengan ketentuan : 
a. Ujroh dipotong dimukauntuk dihold ditabungan 
b. Ujroh meliputi Biaya Asuransi Jiwa, Administrasi, Materai 
0,25% x jangka waktu 
c. Margin perbulan 1.75% 
d. Dana serifikasi Tahun Anggaran 2016 & 2017 
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- Syarat-syarat : 
a. Fc. KTP Suami Istri, KK dan Surat Nikah (masing-masing 
2 embar (mohon menunjukkan aslinya)) 
b. Serifikat Pendidikan 
c. Fc. Buku Tabungan dan ATM Sertifikasi 
d. Fc. SK Bekerja 
e. Pas Photo ukuran 4 x 6 (2 lembar) 
f. Surat Keterangan Terdaftar mendapat Sertifikasi Tahun 
Anggaran 2016 (SKPT) 
g. Fc. SK PNS Terakhir 
h. Fc. Slip Gaji 
i. Denah Rumah 
(f) Deposito 
- Setoran awak minimal Rp. 1.000.000,- 
- Jangka waktu 1,3,6,12 bulan 
- Melalui Setoran Tunai/Debet tabungan/Tranfer 
- Bagi hasil dapat tunai/masuk ke Pokok/masuk 
tabungan/Tranfer sesuai keinginan Nasabah 
- Sovenir menarik 
(g) Syarat Dan Ketentuan  
 Fc. KTP/SIM 
 Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening 
 Setoran Awal Rp. 25.000,- 
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 Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- 
 Saldo mengendap min Rp. 20.000,- 
(h) Ketentuan Produk Simpanan 
 AMAN, sesuai dengan prinsip syariah 
 BEBAS, biaya administrasi  
 DIJAMIN, lembaga penjamin simpanan (LPS) 
 ASET, bisa dijadikan jaminan 
 AREA, fleksibel 
 BASIL, kompetitif dan menarik 
 MUDAH, servis dan layanannya adanya ATM (angkat 
Telepon Mangkat). 
(i) Jaminan Yang Bisa Digunakan 
 SK Pengangkatan Pegawai Tetap Yayasan/PNS dan ijasah 
Terakhihr serta kartu jamsostek. 
 Sertifikat (hak Milik) dan PBB terakhir serta STTS 
PBBBPKB Mobil atau Motor (7 Tahun kebelakang), fc. 
STNK serta gesekan noka nosin. 
5. Tugas Dan Fungsi Bagian Operasional  
a) Dewan Pengawas Syari‟ah 
Tugas : 
1) Mengawasi operasional bank dan produk-produk bank yang 
sesuai dengan ketentuan syariat, 
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2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BPRS pada 
khususnya dan meluas tentang Ekonomi Islam,  
3) Menciptakan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam pada 
BPRS dan lembaga keuangan lainnya. 
Fungsi : 
1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi sebagai 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah,  
2) Sebagai wakil dan mediator antara bank dan Dewan Syariah 
Nasional dalam perkembangan produk dan jasa bank yang 
membutuhkan kajian sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 
Nasional 
b) Dewan Komisaris 
Tugas : 
1) Mengelola likuiditas bank  
2) Menetapkan semua kebijakan bank yang dipimpinnya 
Fungsi : 
1) Penanggungjawab bank manajemen 
2) Penanggungjawab operasional bank secara keseluruhan 
c) Direksi 
Tugas : 
Mengelola dan mengawasi secara langsung pada seluruh 
kegiatan operasional bank. 
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Fungsi : 
Sebagai pimpinan dan pelaksana seluruh kebijakan dari rapat 
umum pemegang saham. 
d) Bidang Marketing/Pemasaran 
 Tugas : 
1. Bertugas mengkoordinasi antar unit kerja di lingkungan 
perusahaan agar dapat memberi pelayanan jasa perbankan 
kepada nasabah secara efektif dan efisien  
2.  Menyusun strategi pemasaran bank dalam menghimpun dana 
masyarakat maupun dalam pengalokasian kredit / pembiayaan 
pada masyarakat  
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan super visiter hadap porto 
folio kredit / pembiayaan 
4. Menyampaikan saran, opini kepada pihak direksi mengenai 
masalah yang berkaitan dengan bidang pemasaran dan 
perkreditan 
 Fungsi : 
1. Sebagai anggota komite kredit dalam hal pengembalian 
keputusan kredit 
2. Sebagai aparat manajemen yang membantu pihak direksi 
dalam menangani tugas khususnya yang menyangkut bidang 
marketing dan perkreditan 
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e) Bidang Operasional 
Tugas : 
1. Melayani tugas harian dengan aktif pada setiap bagian 
yang ada di bawah tanggung jawabnya. 
2. Melaksanakan supervise setiap pelayanan. 
3. Mengamati jasa-jasa perbankan dari setiap bagian. 
Fungsi : 
Sebagai aparat manajemen yang membantu pihak direksi sesuai 
tugasnya di bidang operasional bank. 
f) Bidang Umum 
Tugas : 
1. Mengadministrasikan seluruh file-file yang berhubungan 
dengan pajak, ketenagakerjaan, periklanan, kerjasama dengan 
pihak Dispenda dan lainnya. 
2.  Menata sumber-sumber bacaan (buku-buku, diktat, paper, 
hasil riset, kliping, majalah, dll) yang ada di perusahaan 
sehingga untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam 
melaksanakan tugas. 
3. Mengagendakan seluruh aktifitas surat menyurat baik antar 
unit maupun dengan pihak luar sehingga dapat memberikan 
informasi secara cepat dan tepat. 
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Fungsi : 
1. Sebagai staf yang membantu bidang umum dan SDM terutama 
dalam hal administrasi umum, dana administrasi yang 
berhubungan dengan intern maupun ekstern bank 
g) Bidang Pengawasan  
Bidang pengawasan di sini ialah penegasan manajerial yang 
ditangani oleh Direksi (Direktur Utama), agar perusahaan dapat 
berjalan sesuai dengan ketetentuan serta dapat mencapai 
keberhasilan yang optimal. Di luar Bidang pengawasan masih juga 
terdapat Pengawasan pembiayaan yang merupakan pengawasan 
fungsional. 
Tugas pokok bidang pengawasan tersebut ialah mengawasi 
seluruh kegiatan Bank Syari‟ah agar dapat berjalan lancar sehingga 
dapat mencapai keberhasilan secara baik. 
h) Mobilisasi Dana/Fuding 
Bagian Mobilisasi Dana bertugas dalam pengumpulan dana 
masyarakat sesuai dengan funding yang ada, seperti saham, 
Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Titipan Wadi‟ah 
yad Dhomanah, Zakat, Infaq dan Shadaqah. Untuk mencapai hasil 
yang optimum maka sebelum Bagian Mobilisasi Dana tersebut 
beroperasi, haruslah membuat Rencana Target yang ingin dicapai. 
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i) Bagian Administrasi Pembiayaan 
Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang 
ditangani oleh A/O ataupun Bagian Suppor Pembiayaan. Di 
samping itu setelah pemohonan menjadi Debitur mulai dari 
pencarian dananya sampai peluasan ataupun pembayaran-
pembayaran debitur akan ditangani oleh Bagian Administrasi 
Pembiayaan. 
j) Kas dan Teller 
Kas dan Teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan 
yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaraan 
uang.  
Tugas kas/Teller juga mengatur dan memelihara saldo/posisi 
uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank. Dapat pula 
melakuka pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/policy pekerjaan. 
k) Bagian Pembukuan  
Bagian pembukuan bertugas di dalam pembuatan Neraca, 
membuat daftar Rugu/Laba. Disamping itu Bagian Pembukuan 
juga bertugas dalam pembuatan Laporan ke Bank Indonesia dan 
tugas lain yang sesuai dengan policy Perusahaan. 
l) Personalia  
Personalia bertugas dalam pekerjaan yang terkait dengan 
kepegawaian, seperti urusan kesejahteraan karyawan (gaji dan 
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tunjangan), kenaikan pangkat, pendidikan latihan, dan urusan 
ksejahteraan yang lain. 
m) Perbekalan/Pelengkap   
Perbekalan bertugas mempersiapkan sarana serta perlengkapan 
kantor. Dapat pula diberi tugas sesuai kebijakan perusahaan.  
n) Bagian Keamanan dan urusan Rumah Tangga Kantor 
Bagian keamanan dan urusan rumah tangga bertugas 
mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharaannya, dan urusan 
Rumah Tangga lainnya. 
o) Bagian Penawasan Personalia 
1. Bagian Pengawasan Personalia bertugas mengawasi personalia 
karyawan dan kegiatan tugasnya di Bank Syari‟ah, kemudian 
melaporkan kepada Direksi. 
2. Tugas-tugas pokok Bagian Pengawasan Personalia: 
(a) Menyelenggarakan Daftar Hadir 
(b) Membuat Kartu Pegawai untuk tiap karyawan, kemudian 
penyelenggaraannya. 
(c) Menyelenggarakan penilaian Karyawan 
3. Memberikan masukan, opini maupun pendapat dan cara 
pemecahannya. 
p) Bagian Pembukuan/Akunansi 
Bagian ini secara langsung berursan dengan persoalan akuntansi 
adalah bagian pembukuan.   
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B. PELAKSANAAN DENDA 
1. Pengertian Denda 
Denda merupakan sanksi yang diberikan kepada nasabah yang 
menunda-nunda dalam angsuran pembiayaan yang telah diperjanjikan 
tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar‟i, sanksi yang boleh 
diberlakukan adalah sanksi yang berupa ta‟zir untuk mendisiplinkan 
nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Ada beberapa faktor 
yang mendukung pelaksanaan denda, yaitu:  
a. Kerjasama yang baik dengan nasabah  
b. Transparansi perhitungan denda 106 
2. Tujuan Denda 
Denda yang diberlakukan oleh pihak BPRS Dana Mulia 
dimaksudkan agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam 
membayar angsuran. Pada dasarnya denda yang diberlakukan 
bertujuan saling menguntungkan serta saling berbagi dalam manfaat. 
Disamping itu juga pihak bank memberi efek jera kepada nasabah 
agar tidak mengulangi lagi. Pihak BPRS Dana Mulia berharap 
pelaksanaan denda dapat tetap berlangsung dengan lancar. Di samping 
itu, komunikasi antar nasabah dan pihak BPRS diharapkan dapat 
meningkat ke arah yang lebih baik. Saling pengertian menjadi hal 
penting agar pelaksanaan denda yang berlaku semakin terarah kepada 
kebaikan. Apalagi pemberlakuan sanksi dapat dimusyawarahkan, 
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karena memang tujuan pemberian sanksi dalam rangka agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan untuk 
memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.
107
 
3. Denda Nasabah 
a. Denda Bagi Nasabah Mampu 
Seorang   nasabah   yang    memiliki   kemampuan   secara 
financial ekonomi dilarang menunda pembayaran. Hal ini sering 
terjadi dalam praktek pembiayaan di BPRS Dana Mulia. Pihak BPRS 
Dana Mulia dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum 
demi untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengajukan klaim 
kerugian financial yang terjadi akibat penundaan, nasabah yang lalai 
dalam pembayaran, maka pihak  BPRS Dana Mulia cenderung 
mengambil  tindakan  dengan  jalan  kekeluargaan,  namun  jika 
memang nasabah tidak bisa membayar dalam waktu yang telah 
ditentukan   dan   masih   mempunyai   kemampuan   membayar 
maka akan didatangi oleh pihak bank. Pihak bank akan melakukan 
negosiasi dan untuk mengtahui alasan tidak mengangsur 
pembayaran. Adapun  jika nasabah tidak mau membayar, maka 
pihak  BPRS Dana Mulia dapat melakukan penyitaan asset.
108
 
b. Denda Bagi Nasabah Tidak Mampu 
Nasabah yang berhutang dalam  kondisi pailit dan  gagal 
menyelesaikan  hutangnya  karena  memang  benar-benar  tidak 
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mampu secara ekonomi  hingga macet dan  bukan  karena lalai. 
Nasabah  harus  beritikat  baik  dengan  melaporkan  keadaan 
ekonomi, BPRS Dana Mulia akan merundingkan dengan nasabah 
menyangkut    kemungkinan    memberikan    kelonggaran    atau 
tambahan  tempo sehingga ia mampu membayar kewajibannya. 
Apabila telah sampai batas waktu kelonggaran habis, nasabah masih 
tetap tidak mampu membayar, maka pihak BPRS Dana Mulia boleh  
mengambil inisiatif untuk  menyita jaminan, dengan tetap menjaga 
dan tidak mengurangi hak nasabah sedikitpun. Dan jika nasabah 
dalam kesukaran, maka diberi tangguhan waktu sampai ia  mampu. 
Dan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya, itu lebih baik.
109
 
Sedangkan kreteria nasabah yang dikenai denda sebagai 
berikut:
110
 
a. Keterlambatan dalam membayar 
b. Ada uang tapi malas untuk membayar/mampu 
Contoh : pada saat jatuh tempo, nasabah tersebut ternyata 
sudah mempunyai uang akan tetapi dipakai untuk usaha 
lain atau keperluan lain lebih dahulu. 
c. Karakter/Itikad yang tidak baik 
Contoh : Apabila nasabah diberi tempo untuk membayar 
dan ternyata nasabah tidak membayar, maka pihak bank 
menelpon, setelah tidak ada tanggapan maka pihak bank 
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datang kerumah, dan ketika pihak bank datang kerumah 
pihak nasabah selalu menghidar dan lain-lain. 
4. Mekanisme Penerapan Denda Pada Pembiayaan Mur<abah{ah Di BPRS 
Dana Mulia Surakarta 
Mur<abah{ah dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu 
bagaian dari jual-beli amanah; dimana penjual menyebut harga pokok 
barang dan mensyaratkan laba sekali kepada pembeli. 
111
Presentase 
tahun ini, Mur<abah{ah dan pembiayaan jasa sebesar 60%, musyarakah 
sebesar 20% dan akad pembiayaan yang lain 20%. Dari 60 % nasabah 
yang menggunakan pembiayaan mur<abah{ah dan jasa seharusnya 
mendapat denda semua. Akan tetapi pada akad pembiayaan 
mur<abah{ah hanya diterapkan 5% saja.112 Dengan jumlah nasabah 555 
untuk periode bulan juli 2017. Untuk mur<abah{ah 284, musyarakah 14, 
ijarah 1, multijasa 255, dan qordh 1 nasabah. 
Tingkat Pembayaraan di BPRS Dana Mulia Surakarta Per Bulan 
Juli 2017 sebagai berikut:
113
 
No.  Kategori Jumlah 
1.  Lancar 495 
2.  Kurang Lancar 15 
3. Diragukan 9 
4. Macet 36 
                                                          
111
Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 
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Untuk akad pembiayaan mur<abah{ah keterangan lancar 246, 
kurang lancar 8, diragukan 7, macet 23. Pada akad musyarakah yaitu 
kategori lancar : 4, kurang lancar : 2, diragukan : 0, macet : 8. Akad 
ijarah kategori lancar : 1. Akad multijasa pada kategori lancar : 243, 
kurang lancar : 5, diragukan : 2, dan macet :5.
114
 
Pada pembiayaan mur<abah{ah di BPRS Dana Mulia Surakarta 
setiap mengajukan permohonan wajib meminta nasabah untuk 
mengisi formulir permohonan pembiayaan mur<abah{ah, yang berisi 
tentang:
115
 
a. Jumlah pembiayaan yang diajukan 
b. Jangkang waktu 
c. Tujuan pengguna dana pengajuan 
d. Data pribadi pemohon, misalnya nama, tempat tanggal lahir, KTP 
Alamat tempat tinggal dan lain-lain 
e. Data jaminana 
Setelah itu pihak BPRS menyamaikan tanggapan atas 
permohonan dimaksud sebagai tanda adanya kesepakatan awal 
perjanjian. BPRS meminta adanya jaminan kepada nasabah sebagai 
tanda persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan pembiayaan 
mur<abah{ah. 
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Pada wakatu penandatangan akad mur<abah{ah antara nasabah 
dan BPRS Dana Mulia pada akad tersebut wajib diinformasikan: 
1. Definisi pembiayaan mur<abah{ah 
2. Posisi nasabah sebagai pembeli dan BPRS Dana Mulia sebagai 
Penjual 
3. Tanda tangan akad pembiayaan oleh nasabah harus didepan CS 
(coustemer servis). 
4. Untuk pajak dan keperluan lainnya selama masih kredit, pihak 
BPRS Dana Mulia Surakarta tidak dapat meminjamkan jaminan 
asli, akan tetapai BPRS bisa memberikan foto copy dan surat 
keterangan bahwa surat jaminan yang asli masih dijadikan 
jaminan. 
5. Untuk pembiayaan tersebut biasanya dikenakan biaya administrasi 
sebesar Rp 10.000,- 
6. Apabila pembiayaan telah lunas, pengambilan jaminan 
harusdiambil langsung oleh nasabah. Pengambilan jaminan 
bisadiwakilkan hanya kepada keluarga nasabah 
(suami/istri/anak)dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat 
diatas kertasbermaterai dan melampirkan KTP asli nasabah (si 
pemberi kuasa). 
7. Meminta penjelasan detail mengenai setiap lembar perjanjian 
akadpembiayaan, karena dengan ditandatanganinya perjanjian 
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akadpembiayaan berarti nasabah sudah mendapatkan penjelasan 
secaradetail dan sudah mengerti ketentuan akad pembiayaan. 
8. Apabila nasabah mengalami keterlambatan tanggal angsuran jatuh 
tempo maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500,- perhari dari  
angsuran pembiayaan dikalikan jumlah hari keterlambatan.
116
 
BPRS Dana Mulia mengenakan denda sebesar 5% kepada 
semua nasabah, yang mengalami keterlambatan dalam membayar 
angsuran. Pihak bank tidak akan memberikan sanksi denda, apabila 
nasabah sebelum terlambat membayar angsuran memberikan 
konfirmasi terlebih dahulu sebelum jatuh tempo pembayaran. Nasabah 
yang terlambat membayar dengan sengaja dan tidak memberi 
konfirmasi terlebih dahulu sampai batas waktu 30 hari maka nasabah 
dikenakan sanksi denda.  
Denda pada umumnya ada denda harian dan denda bulanan, 
tetapi pada praktiknya banyak nasabah yang meminta negosiasi 
kepada bank. Misalnya, dalam perhitungan nasabah mendapat dena 
sejumlah Rp 5.000,‟ kemudian pihak nasabah membayar Rp 2.000,- 
saja.  Denda tersebut bisa dipotong dari uang tabungan nasabah jika 
nasabah mempuyai tabungan. Apabila nasabah tidak mempunyai 
tabungan uang, maka pihak nasabah bisa membayar langsung pada 
waktu melakukan pembayaran angsuran.
117
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Denda tersebut sudah ada sistem pengoperasinya pada bank 
tersebut. Oleh karena itu apabila teller mengetik nama nasabah maka 
akan keluar jumlah angsuran dan hutang nasabah. Apabila nasabah 
mengalami keterlambatan dalam mengangsur maka akan muncul 
sejumlah nominal pada kolom denda tersebut. Selain menggunakan 
sistem komputerisasi BPRS Dana Mulia juga menggunakan sistem 
menghitung secara manual dengan rumus sesebagai berikut :
118
 
 
 
 
Keterangan: 
5 % 
30 hari 
Contoh: 
Nasabah setiap bulan mengangsur sebesar Rp 150.000,- pada tanggal 10 
Juli 2017. Kemudian nasabah mengangsur pada tanggal 23 Juli 2017. 
Dengan begitu nasabah mengalami keterlambatan dalam mengangansur 
selama 10 hari. Jadi pihak bank memberikan denda, dengan perhitungan 
sebagai berikut : 
Perhitungan  = Angsuran perbulan X 0,16 X 10 hari 
   = Rp 150.000 X 0,16 X 10 hari 
   = Rp 240.000,- 
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Denda = Rp 240.000 – Rp 150.000 
  = Rp 90.000 
Jadi denda yang harus dibayar nasabah adalah Rp 90.000,- dan 
ditambah angsuran perbulan Rp 150.000,-. 
Dengan adanya denda tersebut BPRS Dana Mulia sebenarnya 
tidak mengalami keutungan. Karena denda tersebut bukan termasuk 
dalam pendapatan. Akan tetapi dengan adanya denda tersebut 
menimbulkan citra negatif dari para nasabah. Dinilai banyak 
mengambil pungutan dari nasabah. Sebenarnya dana denda tersebut 
digunakan oleh BPRS Dana Mulia untuk dana sosial. Setiap tahunnya 
jumlah rata-rata  dendanya adalah RP 15.000.000 – Rp 20.000.000,- 
yang diterima dari nasabah yang terkena denda.
119
 
5. Pengelolaan Dana Denda 
Hampir selama 1 tahun BPRS Dana Mulia memperoleh dana 
denda sebesar Rp 15.000.000 s/d Rp 20.000.000,-. Dana tersebut 
digunakan untuk kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid, 
diberikan delapan Asnaf/ ZIS (Zakat Infak Shadaqah), kegiatan bulan 
ramadhan, panti jompo, siswa berprestasi dan lain-lain.Dalam satu 
tahun dana sosial tersebut harus habis.
120
 
6. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah 
Hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah akan 
berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang 
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telah mereka sepakati dalam akad yang mereka sepakati dalam akad 
yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan 
kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad 
akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan 
mengalami kemacetan.
121
 
Secara garis besar penyebab terjadinya permasalahan yang 
timbul dalam pelaksanaan akad adalah:
122
 
a. Adanya Wanprestasi (Default) 
Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat 
melaksanakan prestasinya karenannya dan si debitor telah ditegur 
(disomatie). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dapat 
dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu: 
i. debitor sama sekali tidak memenuhi prestasinya; 
ii. debitor memenuhi sebagai prestasi; 
iii. debitor terlambat di dalam melakukan prestasinya; 
iv. debitor keliru di dalam melaksanakan pretasinya; 
v. debitor melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad 
dalam pelaksanaan akad pada praktik perbankan syariah, 
permasalahan yang sering muncul antara lain; 
i. komplain tidak sesuai dengan penawaran; 
ii. komplain tidak sesuai spesifikasinya; 
iii. komplain tidak sesuai dengan waktunya; 
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iv. komplain tidak sesuai dengan aturan main yang 
diperjanjikan; 
v. koplain dengan layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk 
dalam draft akad; 
vi. komplain dengan lambatnya proses kerja. 
b. Keadaan Memaksa (force majeur/overmacht) 
Keadaan memaksa (force majeur/overmacht) adalah suatu keadaan 
ketika debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan 
prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia. 
dalam praktik pelaksanaan akad, permasalahan yang sering muncul 
adalah adanya bencana alam seperti, gempa bumi, banjir, tanah 
longsor, angin puting beliung, kebakaran, dan peristiwa alam 
lainnya yang menyebabkan tujuan akad tidak dapat ercapai sesuai 
dengan tujuannya;
123
 
c. Perbuatan melawan hukum 
Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan 
oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan akad yang tidak sesuai 
dengan Udang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.  
Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
akad, maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap 
permasalahan yang dihadapinya. Secara garis besar upaya 
penyelesaian dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan 
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penanganan permasalahan, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) 
tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.
124
 
a. Upaya Penyelamatan 
Tahap pertama, disebut dengan upaya penyelamatan. Dalam tahap 
ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya 
pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara 
cash collection (penagihan secara intensif), reschuduling 
(penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) atau 
restructuring (penataan kembali) atau yang dikenal pula dengan 
tahapan pemenuhan atas prestasinya. Adapun yang dimaksud 
dengan mekanisme tersebut adalah :
125
 
1. Penagihan secara intensif  (cash collection) merupakan upaya 
penagihan secara intensif yang dilakukan bank ke nasabah. 
Bank menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan 
persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian 
pembiayaan. 
2. Penjadwalan kembali (reschuduling) merupakan upaya 
penelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan 
jadwal pembayaran pokok margin dan/atau tunggakan 
pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan. 
3. Persyaratan kembali (reconditioning) merupakan upaya 
pnyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau 
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seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada 
perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau 
persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan 
maksimum pembiayaan. 
4. Penataan kembali  (restructuring) merupakan upaya yang 
dilakukan bank untuk menata kembali atau merestrukturisasi 
pembiayaannya agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. 
Tindakan ini dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai 
itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan 
pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.
126
 
b. Upaya Penyelesaian Pembiayaan 
Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada 
tindakan untuk megupayakan pembayaran kembali pembiayaan 
dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan 
cash collateral, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan 
agunan oleh bank sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan 
agunan melalui lelang.
127
 
Adapun nasabah yang terkena denda cara penanganan yang 
dilakukan oleh BPRS Dana Mulia sebagai berikut:
128
 
1. Apabila nasabah terlambat mengangsur lebih dari 3 hari, maka 
pihak bank memberi pesan melalui sms; 
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2. Apabila tidak ada respon dari nasabah maka pihak bank menelpon 
nasabah tersebut; 
3. Setelah itu apabila belum berhasil maka pihak bank datang 
kerumah nasabah, untuk menanyakan sebab terlambat membayar. 
Dan melakukan musyawarah antara bank dan nasabah; 
4. Apabila tidak berhasil maka bank memberikan surat peringatan; 
5. Setelah itu memberikan Sp1; 
6. Sp2; 
7. Sp3; 
8. Somasi; 
9. Pengadilan 
10. Lelang. 
Prosedur lelang di BPRS Dana Mulia yaitu 
a. Negosiasi diadakan oleh pihak bank dan nasabah. Apabila 
kedua belah tidak ada kesepakatan maka akan dilaporkan ke 
kantor lelang negara.  
b. Kantor lelang negara mendapat keterangan dari pihak bank, 
bahwa pihak bank telah melakukan pembinaan kepada 
nasabah. Pebinaannya antara lain memberi peringatan dan 
teguran baik secara lesan atau tulisan. Kemuian kantor lelang 
menyetujui adanya barang lelang tesebut. 
c. Kantor lelang akan mengumumkan lewat online agar 
masayarakat mengetahuinya. Nanti kantor lelang akan 
89 
 
 
 
menentukan kapan waktu lelang, harga, kewajiban nasabah 
dan biaya lelang. Dapat juga dimuat dimedia masa seperti 
koran, radio dan televisi. Dengan begitu pihak nasabah yang 
asetnya di lelang dapat mengetahui hasilnya. 
Apabila jaminan yang dilelang tersebut melebihi hutang, maka 
pihak bank akan mengembalikan sejumlah uang tersebut. Dan 
apabila uang dari lelang tersebut ternyata tidak cukup untuk 
melunasi hutangnnya, maka nasabah harus membayar sisa 
hutangnya kepada bank tersebut. Kecuali nasabah benar-benar 
tidak bisa membayar maka pihak bank memberitahukan kepada 
pemegang saham untuk menghapus hutangnya.
129
Dengan begitu 
supaya nasabah lebih disiplin dalam membayar dan tidak 
mengingkari janjinya. 
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BAB IV 
ANALISIS PENERAPAN DENDA PADA AKAD MUR<ABAH{AH 
 
A. Analisis Penerapan  Denda Pada Akad Mur<abah{ah Bagi Nasabah Yang 
Tidak Menepati Janji 
Mur<abah{ah merupakan jual beli yang penjualnya bukan sebagai 
pedagang. Dia hanya membeli barang  berdasarkan permintaan calon 
pembeli. Hukum transaksi ini bergantung kepada teks akad yang 
disepakati.
130
 
Perjanjian di antara para pihak harus berdasarkan suka sama suka 
(kesepakatan). Asas ini sesuai ketentuan Al-Qur‟an surah An-Nisaa‟ ayat 
29 sebagaimana berbunyi: 
“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan ukarela di antaramu. 
 
Hadits Nabi juga menegaskan mengenai asas suka sama suka tersebut 
sebagaimana menurut hadits nabi di bawah ini: 
Dari Abu Sa‟id al-Khudari bahwa Rasulullah Saw bersabda, 
“Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-
Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).
131
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Selain para pihak harus suka sama suka dalam menjalin hubungan di 
antara mereka, hubungan antara bank sebagai pemberi jasa keuangan dan 
nasabahnya juga harus berlandaskan keadilan, kepatutan, keterbukaan 
(segala sesuatunya harus diperjanjikan diawal sebelum akad 
ditandatangani oleh para pihak). Berkenaan dengan keadilan dan 
kepatutan, dalam hubungan tersebut berlaku asas keseimbangan, yaitu 
akad muamalah harus memperhatikan perlindungan yang seimbang 
terhadap kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak 
nasabah. Akad muamalah harus memperhatikan perlindungan yang 
seimbang terhadap kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank 
maupun pihak nasabah. Tidak dibenarkan akad muamalah hanya 
menentukan hak-hak salah satu pihak, biasanya hak-hak bank sebagai 
pihak yang mengambil posisi yang lebih kuat daripada nasabah yang 
memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank, dan biasanya pula akad 
muamalah berbentuk akad baku (standart contract atau standardized 
contract) yang dibuat dan dipisahkan oleh bank dan kewajiban-kewajiban 
pihak lainnya, biasanya adalah nasabah yang posisi tawarnya lemah 
menghadapi bank. Dengan begitu maka akad dapat menentukan hak dan 
kewajiban masing-masing pihak.
132
 
Apabila nasabah cidera janji dan janjinya tersebut bukan karena 
nasabah tidak mau melunasi kewajibannya tetapi karena secara tidak 
objektif nasabah dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya 
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itu. Prinsip syariah menentukan agar bank memberikan kelonggaran 
kepada nasabah. Menurut prinsip syariah, bank tidak dilarang bahkan 
diwajibkan untuk memberikan kelonggaran tersebut. Dengan demikian 
bank wajib melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) terhadap 
waktu-waktu pelunasan kewajiban tersebut. Bahkan Al-Qur‟an sangat 
memuji apabila bank bersedia memberikan pembebasan utang (discharge) 
tersebut baik sebagian atau seluruhnya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan 
surah Al-Baqarah ayat 280 sebagaimana di bahwa ini:
133
 
                   
Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang 
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 
menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 
 
Apabila nasabah melakuakan cidera janji dalam melaksanakan 
pembayaran harga ketika jatuh temponya tiba, harga tersebut tidak dapat 
diubah sekalipun berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. 
Apalagi bila hal yang demikian itu dilakukan secara sepihak oleh bank. 
Selain itu, tidak dapat pula dibebankan penalty fees terhadap nasabah.
134
 
Menurut Ashraf Usmani, untuk dapat menghadapi nasabah yang tidak 
jujur (nasabah yang tidak beritikad baik), yaitu nasabah yang dengan 
sengaja tidak melunasi harga barang yang dibelinya, terhadap nasabah 
tersebut bank dapat mewajibkan untuk membayar kompensasi atas 
kerugian yang diderita oleh bank. Namun menurut Ashraf Usmani, hal 
                                                          
133
 Sutan Remy Sjahdeni, Perbank Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek 
Hukumnya...., hlm. 218.  
134
  Ibid., 
93 
 
 
 
tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai 
berikut:
135
 
1. Nasabah yang cidera janji agar diberikan kesempatan waktu (a grace 
period) sekurang-kurangnya satu bulan. 
2. Apabila terbukti nasabah tidak membayar harga barang tersebut tanpa 
aasan pemaaf yang dapat diterima, maka kompensasi tersebut dapat 
dituntut.  
Sedangkan solusi Islam untuk menyelesaiakan denda pada nasabah 
yang tidak menepati janji berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak 
berutang. Dan bila dia ingin membeli secara kredit ia wajib memperkirakan 
bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan 
barang jaminan seperti yang dilakukan oleh Nabi shallallahu „alaihi wa 
sallam. Bila persyaratan in tidak terpenuhi ia termasuk orang yang 
berhutang yang tidak ada keinginan melunasi hutangnya. Orang ini terkena 
ancaman Allah yang disabdakan Nabi shallallahu „alaihi wa sallam,136 
“Siapa yang berutang dan dia bertekad untuk membayarnya niscaya Allah 
akan memudahkannya untuk melunasi hutangnya. Dan siapa yang 
berhutang tidak bertekad untuk membayar hutangnya niscaya Allah akan 
membinasakannya.” (HR. Bukhari)137 
 
Ibnu Hajar Al Haitamy dalam bukunya “Az Zawajir” mengkategorikan 
perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar, ia berkata, “Dosa besar ke-
205: berutang dengan niat tidak melunasi hutangnya, atau ada niat untuk 
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membayar akan tetapi tidak ada harapan dia mampu melunasi hutangnya 
karena saat berhutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia 
miliki yang dapat melunasi hutangnya, dan dia berutang juga bukan untuk 
keperluan yang bersifat darurat, serta pihak pemberi hutang tidak 
mengetahui keadaan penjamin.
138
 
 
Kemudian Rasulullah juga mengancam orang yang mampu melunasi 
utangnya yang jatuh tempo namun sengaja menunda-nunda dengan berbagai 
alasan. Orang ini pantas diberikan hukuman. Para ulama menjelaskan 
maksud hukumannya adalah hukuman penjara hingga dia melunasi 
hutangnya. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, Hadis Nabi riwayat 
Nasa‟i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu 
Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:
 139
 
ُهَضْرِّعَو َهَتَبوُقُع ُلِّحُي ِدِجاَولا ُيَّل 
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” 
 
Sebagian tindakan pencegahan, pihak pembeli kredit dianjurkan untuk 
meminta barang jaminan atau orang jaminan. Bila utang terlambat dilunasi 
ia bisa menjual barang jaminan atau menagih utang kepada pihak peminjam 
untuk melunasinya.
140
 
Terkadang sebagian orang tidak mampu memberikan barang atau 
orang sebagai jaminan. 
Solusi yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, yaitu 
lembaga syariah meminta barang yang dijual sebagai barang gadaian dengan 
cara surat-surat resmi kepemilikian barang masih di tangan lembaga syariah,  
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namun pembeli bebas menggunakan barang. Dan lembaga syariah membuat 
perjanjian kewajiban maka seluruh angsuran menjadi tunai. Bila ternyata 
pembeli terlambat melunasi seluruh angsuran maka seluruh sisa angsuran 
menjadi tunai dan barang disita oleh lembaga syariah, karena statusnya 
sebagai barang gadai, lalu dijual untuk menutupi sisa seluruh angsuran. Dan 
sisa utang penjualan barang setelah pelunasan utang dikembalikan kepada 
pembeli. 
Solusi ini dibenarkan dalam Islam dan disetujui oleh Majma‟ Al Fiqh 
Al Islami (divisi fikih OKI) dengan keputusan No. 51 (2/6) tahun 1990, 
yang berbunyi:
141
 
- dibolehkan penjual kredit mensyaratkan jatuh tempo seluruh 
angsuran sebelum waktunya ketika pembeli terlambat melunasi 
sebagian angsuran, selama pembeli menyetujui persyaratan ini saat 
transaksi dilakukan. 
- Penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang 
dibelinya menjadi barang gadai sebagai jaminan agar pembeli 
tidak terlambat melunasi angsuran.  
Juga keputusan No. 64 (2/7) 1992, yang berbunyi, “Penjual dan 
pembeli (kredit) boleh membuat kesepakatan bahwa keseluruhan angsuran 
menjadi jatuh temponya pada saat pembeli enggan memenuhi kewajiban 
bayar salah satu angsuran. Selama pembeli bukanlah orang yang mu‟sit 
(yaitu: jatuh pailit).
142
 
 
Hukum boleh menggadaikan barang yang telah dibeli kepada penjual 
hingga pembayaran lunas merupakan pendapat jumhur para ulama; mzhab 
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Abu Hanifah, Malik serta pendapat yang terkuat dari mazhab Syafi‟i dan 
Hanbali serta didukung oleh keputusan Majma‟ Al Fiqh Al Islami (divisi 
fikih OKI).
143
 
Ibnu Qayyim berkata, “Barang yang telah dijual (tidak tunai), lalu 
penjual mensyaratkan barang tersebut untuk digadaikan hingga lunas 
pembayaran barang ... dalam hal ini tidak ada larangan yang membatalkan 
persyaratan ini ... para ulama sepakat jika disyratkan yang menjadi barang 
gadaian atas utang kredit adalah barang lain hukum persyaratannya boleh 
... maka begitu juga hukumnya jika disyaratkan sebagai barang gadaian 
atas utang barang yang dibeli (tidak tunai).
144
 
 
Adapun boleh penerapan sanksi keterlambatan angsuran dengan cara 
bahwa seluruh sisa angsuran menjadi tunai, selain Majma‟ Al Fiqh Al 
Islami juga oleh AAOIFI dalam panduannya yang berbunyi, “Boleh 
membuat persyaratan bahwa seluruh sisa angsuran menjadi tunai apabila 
kreditur yang mampu sengaja lambat membayar kewajiban, dan sebaiknya 
sanksi ini tidak diterapkan sebelum memberikan peringatan tertulis kepada 
kreditur minimal dua minggu setelah keterlambatan pelunasan kewajiban. 
 
Dalil solusi ini adalah sabda Nabi shallallahu „alaihi wa salam, 
 
“orang – orang islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang 
mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi. Dishihkan Al-Albani).145 
 
Dan dalam solusi ini kedua belah pihak telah setuju akan persyaratan 
tersebut. 
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Catatan : Perlu diingat, jika sanksi ini diterapkan maka pihak penjual 
wajib mengurangi nilai harga yang disepakati dari awal, berdasarka waktu 
jatuh tempo yang lebih awal, karena  harga awal adalah harga yang 
dimasukkan ke dalamnya lamanya waktu angsuran. Maka sebagaimana 
kewajiban bayar dikurangi karena pembeli membayar lebih awal dengan 
demikian juga halnya dalam kasus ini. Bila tidak, maka penjual telah 
mengambil harta pembeli tanpa ada imbalan, hal ini termasuk memakan 
harta orang lain dengan cara yang batil.
146
 
Misalnya : A membeli rumah secara kredit seharga 300 juta rupiah 
dengan masa angsuran 10 tahun. Harga tunai rumah tersebut hanya sekitar 
200 juta. Dan laba per tahun 10 juta. Jika A terlambat melunasi angsuran 
pada tahun ke-6, maka pembayaran seluruh sisa angsuran pada menjadi 
jatuh tempo saat itu juga. Dan harga rumah dihitung ulang menjadi 250 juta 
rupiah = 300 juta – 50 juta (laba 5 tahun ke delapan yang dibatalkan ).147 
Bila debitur dari awal telah mengikuti petunjuk Islam. Tetapi malang 
tak dapat ditolak mujur tak dapat diraih, dia terkena suatu musibah yang 
menyebabkannya tidak mampu melunasi utangnya, atau barang yang telah 
dibeli raib maka tidak ada pilihan lain bagi kreditur kecuali bersabar hingga 
debitur mampu melunasi utangnya. Allah berfirman, dalam QS. Al-Baqarah 
ayat 280 :
148
 
                   
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“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keskaran, maka berilah tangguh 
samapi dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua 
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 
 
Anjuran pihak kreditur untuk memaafkan utangnya karena debitur 
jatuh pailit merupakan suatu amal yang pahalanya sangat besar. Dia akan 
mendapatkan kemaafan dari Allah atas dosa-dosanya. 
Dari Abu Mas‟ud radhiyallahu „anhum bahwa Rasulullah 
shallallahu„alahi wa sallam bersbda, “Seorang lelaki dari umat sedikitpun 
darinya kecuali bahwa ia bermuamalat dengan manusia dan ia seorang 
yang kaya, ia selalu berpesan kepada hamba sahayanya agar 
menghapuskan hutang orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, 
Allah Azza wa Jalla berfirman, “Kami lebih darinya (dosa-dosanya).” (HR. 
Muslim).
149
 
 
Selain pihak kreditur, kaum muslimin yang lain yang merupakan 
saudaranya se-iman juga dianjurkan untuk memberi debitur yang jatuh pailit 
sumbangan agar dia mampu melunasi utangnya. 
Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al Khudri radhiyallahu anhum bahwa 
salah seorang sahabat di masa Rasulullah membeli buah-buahan untuk 
dijualnya kembali. Sebelum sempat dijualnya buah-buahan tersebut lenyap. 
Maka utang sahabat ini menumpuk. Lalu Nabi shallallahu „alaihi wa sallam 
bersabda kepada para sahabatnya, 
“Bersedekahlah kalian untuknya!” 
Para sahabat mengumpulkan sedekah untuk membantunya. Tetapi 
dana yang terkumpul belum cukup untuk menutupi utangnya sahabat 
tersebut. 
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Maka Nabi shallallahu „alaihi wa sallam berkata kepada para 
kreditur,
150
 
“Ambillah uang sedekah yang terkumpul, dan kalian tidak 
mendapatkan uang kalian kecuali itu.”(HR. Muslim). 
 
Untuk saat ini BPRS Dana Mulia bagi nasabah yang tidak bisa 
membayar angsuran maka akan dikenakan denda. Menurut bapak Sri Waito 
apabila ada nasabah yang benar-benar tidak bisa membayar maka pihak 
bank akan mengadakan rapat dengan pemegang saham. Untuk menghapus 
hutang nasabah tersebut. Untuk sedekah sendiri kepada nasabah yang 
terlambat membayar, pihak bank belum melakukannya karena BPRS juga 
mempertimbangkan keutungan dan kerugiannya. Apabila memberikan 
sedekah nanti akan menimbulkan ketidak seimbangan untuk bank salah satu 
contoh untuk menggaji karyawan.  
B. Analisis Pengelolaan Denda Akad Murabahah  
1. Adapun pengelolaan dana sosial sebagai berikut:151 
a) Infaq 
b) Shadaqah 
c) Denda 
d) Sumbangan atau hibah 
e) Pendapatan non halal 
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2. Sumber dana infaq dan shadaqah dari pihak diluar bank. Diluar bank 
adalah dana yang diterima dari pihak luar rekening nasabah, atas 
perintah nasabah tersebut. 
3. Sumber dana kebijakan berupa pendapatan non halal berasal dari 
penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya 
yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank. 
4. Dana tersebut bergulir untuk dana sosial. 
Untuk dana denda disaluran ke lembaga zakat, siswa berprestasi, 
kegiatan keagamaan, panti jompo, pembangunan masjid dan lain-
lainnya.Yang sudah bekerja sama dengan bank dan memiliki reputasi 
baik. Kasus denda pada nasabah yang mengalami keterlambatan di BPRS 
Dana Mulia sebenarnya banyak, akan tetapi banyak nasabah yang 
mendapat beritikad baik untuk membayar angsuran. Dari hasil penelitian 
yang sudah di dapat bawahsanya BPRS mengikuti peraturan Fatwa DSN 
MUI No 17/IX/2000. 
C. Analisis Penerapan Denda Pada Akad Murabahah Menurut Fatwa 
MUI No. 17/DSN/MUI/IX/2000. 
BPRS Dana Mulia  di mana pelaksanaan denda dikenakan kepada 
seluruh nasabah adalah sebesar 5%. Dalam masyarakat ada kencenderungan 
malas membayar angsuran, baik mampu maupun tidak mampu. Nasabah 
mampu terkadang menunda-nunda pembayaran pada waktu yang telah 
ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, nasabah tidak 
mampu juga terkadang lalai menunda-nunda pembayaran, dalam hal ini 
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lembaga keuangan meminta kepada DSN tentang tindakan atau sanksi 
apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-
nunda pembayaran menurut syariat Islam, oleh karena itu, DSN-MUI perlu 
menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran menurut syariat Islam untuk menjadi pedoman bagi lembaga 
keuangan syariah. 
Untuk perhitungannya : Angsuran Perbulan X 0,16 X   hari 
keterlambatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam 
pembayaran dan pelunasan hutang pembiayaan maka DSN-MUI 
mengeluarkan fatwa No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu 
yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut:  
1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 
LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja.  
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan sanksi.  
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 
boleh dikenakan sanksi.  
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta‟zir, yaitu bertujuan agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.  
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 
atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.  
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6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.  
 
Denda yang dikenakan di BPRS Dana Mulia menurut bapak Sri 
Wagito selaku Direksi di BPRS Dana Mulia Surakarta mulai dari nasabah 
yang terkendala keuangan, mampu membayar dan ada uang tapi malas 
membayar, dan tidak beritikad baik. Dari semua itu yang mengalami 
keterlambatan dalam membayar angsuran. Denda dikenakan kepada seluruh 
nasabah.  
Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran akan didenda dan 
nasabah tidak mampu yang mengalami keterlambatan tanpa ada konfirmasi, 
pihak BPRS Dana Mulia tetap memberikan denda. Karena nasabah tersebut 
dianggap lalai.
152
Adapun kreteria mampu bagi nasabah yaitu terpenuhinya 
angsuran pokok sama bagi hasil. Sedangkan nasabah yang kurang mampu 
yaitu kurangnya angsuran dan keutungannya.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab 
sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan 
penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. BPRS Dana Mulia mengenakan denda sebesar 5% yang mengalami 
keterlambatan dalam membayar angsuran. Pihak bank hanya 
menerapkan pada nasabah yang mampu membayar atau menunda-
nunda pembayaran dan bagi nasabah yang ingkar janji. Untuk kreteria 
nasabah mampu yaitu terpenuhinya angsuran pokok dan bagi hasi. 
Sedangkan untuk kreterian tidak mampu bagi BPRS Dana Mulia 
adalah keuntungan berkurang dan angsuran mengalami keterlambatan.  
Apabila diberi kesempatan nasabah tersebut tidak pernah datang ke 
bank atau nasabah tidak mempunyai itikad baik. Pihak BPRS Dana 
Mulia dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum seperti 
melaporkan kepolisi apabila terjadi tindak pidana dan pengadilan 
agama. Pihak  BPRS Dana Mulia cenderung mengambil  tindakan  
dengan  jalan  kekeluargaan seperti diberi nasehat, nasabah didatangi, 
mecari tahu kenapa nasabah telat membayar dan penyebab atau konsultan. 
Namun  jika memang nasabah tidak bisa membayar dalam waktu yang 
telah ditentukan   dan   masih   mempunyai   kemampuan   membayar 
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maka akan didatangi oleh pihak bank. Pihak bank akan melakukan 
negosiasi dan untuk mengtahui alasan tidak mengangsur pembayaran.  
Adapun  jika nasabah tidak mau membayar, maka pihak  BPRS Dana 
Mulia dapat melakukan penyitaan asset (jaminan). 
2. Penerapan denda pada pembiayaan mur<abah{ah di BPRS Dana Mulia 
Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/ 
2000. Pada penerapan denda tersebut diterapkan pada nasabah yang 
mampu membayar dan tidak mempunyai itikad baik terhadap bank. 
Adapun unsurnya adalah akad, perjanjian, dan sanksi/denda. Dalam 
aadnya sudah jelas yakni jual beli. Sedangkan untuk perjanjian, bank 
hanya menjelaskan keutungannya dan apabila nasabah terlambat 
membayar akan dikenakan sanksi denda. Akan tetapai tidak dijelaskan 
secara keseluruhan mengenai surat perjanjian tersebut. Dana denda 
tersebut digunakan untuk dana sosial seperti memberikan beasiswa 
bagi siswa berpretasi, panti jompo, pembangunan masjid dan kegiatan 
keagaamaan. 
B. Saran 
1. Mengadakan pembinaan dan pemantauan yang berkala terhadap 
nasabah, agar mengurangi terjadinya kelalaian dengan melakukan 
silaturahmi kepada nasabah, pembinaan tentang amanah dan 
kepercayaan. 
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2. Dalam penggunaan dana denda harus ada transparasinya, karena hal ini 
setidaknya dapat menjauhkan dari fitnah dan anggapan yang tidak-
tidak dari nasabah. 
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PENDOMAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Dana Mulia Surakarta ? 
2. Bagaimana struktur organisasi di BPRS Dana Mulia Surakarta ? 
3. Produk apa yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta ? 
4. Berapa jumlah nasabah untuk Akad Pembiayaan ? 
5. Berapa jumlah nasabah yang terkena denda khususnya akad pembiayaan 
murabahah ? 
6. Bagaimana penerapan denda pada akad murabahah yang diterapkan di 
BPRS Dana Mulia? 
7. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BPRS Dana Mulia bagi 
nasabah yang terkena denda ? 
8. Bagaimana pengelolan dana denda tersebut ? 
9. Apakah dana denda tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi bank ? 
10. Apakah nasabah mengetahui adanya denda dalam perjanjian tersebut ? 
11. Berapa denda yang diterapkan oleh BPRS Dana Mulia Surakarta ? 
12. Faktor apa nasabah bisa dikenai denda ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 
 
 
 
DAFTAR INFORMAN 
 
 
1. Sahrial Amri : Direksi di BPRS Dana Mulia Surakarta 
2. Sri Wagito : Direksi di BPRS Dana Mulia Surakarta 
3. Dani  : Teller di BPRS Dana Mulia Surakarta 
4. Umi  : Administrasi di BPRS Dana Mulia Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121 
 
 
 
FOTO WAWANCARA 
 
 
 
 
122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. Nama   : Sri Mulyani 
2. NIM   : 132111024 
3. Tempat, Tanggal lahir : Aceh Barat, 18 September 1993 
4. Jenis Kelamin  : Perempuan 
5. Alamat  : Gayam, Rt. 02/01, Sidowarno, Wonosari, Klaten 
6. Nama Ayah  : Suyono 
7. Nama Ibu  : Suparni 
8. Riwayat Pendidikan 
a. SD Negeri 1 Sidowarno Lulus Tahun 2007 
b. SMP Negeri 2 Wonosari Lulus Tahun 2010 
c. SMK Tamansiswa Sukoharjo Lulus Tahun 2013 
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2013 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
 
Surakarta, 14 Agustus 2017 
 
Penulis 
 
 
